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ABSTRAK 
 

Skripsi yang berjudul “Implementasi Rescheduling Sebagai Upaya 

Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Modal Kerja pada 

KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) cabang Lamongan” merupakan hasil 

penelitian di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa 

rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi rescheduling pada pembiayaan 

modal kerja bermasalah dan bagaimana dampak implementasi rescheduling 
terhadap pembiayaan modal kerja bermasalah bagi lembaga dan nasabah di 

KSPPS BMT BUS cabang Lamongan. Penelitian ini adalah penelitian dengan 

pendekatan deskriptif menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara secara 

langsung kepada beberapa narasumber yaitu manager cabang, account officer 

BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan dan nasabah pembiayaan modal 

kerja bermasalah yang mendapatkan kebijakan rescheduling.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi rescheduling 
produk pembiayaan modal kerja di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang 

Lamongan dilakukan sesuai dengan teori dengan mengedepankan etika yang baik 

dalam setiap transaksinya dan berhasil menjadi solusi pembiayaan bermasalah 

terbukti dari menurunnya jumlah nasabah pembiayaan bermasalah dan dapat 

memenuhi kembali kewajibannya kepada pihak BMT. Dampak implementasi 

rescheduling  bagi pihak BMT adalah: a) Dapat mengurangi jumlah nasabah yang 

mengalami pembiayaan bermasalah, b) Adanya kenaikan laba/keuntungan bagi 

pihak BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan. Sedangkan dampak 

implementasi rescheduling bagi nasabah adalah nasabah dapat mengangsur 

kembali kewajibannya kepada pihak BMT. 

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian diatas diharapkan agar BMT Bina 

Ummat Sejahtera cabang Lamongan sebagai lembaga keuangan non bank syariah 

agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memberikan pembiayaan kepada 

nasabah agar terhindar dari pembiayaan bermasalah serta memaksimalkan kinerja 

karyawan dalam mengatasi pembiayaan modal kerja bermasalah agar tingkat 

NPF setiap tahunnya mengalami penurunan.  

Kata Kunci: Rescheduling, Pembiayaan Bermasalah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri keuangan syariah belakangan ini mulai 

menunjukkan peningkatan yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Hal 

ini terbukti dengan banyaknya bank-bank konvensional yang mulai 

melebarkan sayap bisnisnya ke industri syariah dengan mendirikan lembaga 

keuangan syariah (LKS) (Sumar’in, 2012:52). Lembaga keuangan syariah 

(LKS) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang keuangan 

dengan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah (Mardani, 2015:315). Berdirinya lembaga keuangan syariah 

merupakan penerapan pemahaman kepada umat Islam terkait prinsip-prinsip 

muamalah dalam ekonomi Islam (Syamsuir, 2015). Lembaga keuangan 

syariah juga berfungsi sebagai lembaga pendukung yakni menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada 

masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat (Muhammad, 2009:4).  

Lembaga keuangan syariah akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan di 

Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga keuangan non bank syariah, 

salah satunya adalah baitul maal wat tamwil atau yang sering disebut dengan 

BMT. BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal Wat Tamwil yaitu 

lembaga keuangan mikro syariah yang melakukan kegiatan operasionalnya 
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berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Mardani, 2015:315). Didirikannya BMT 

sebagai suatu lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang 

tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah (Huda, 2015:363). Peran ini 

tentu saja sebagai upaya membantu masyarakat kecil dan mengembangkan 

usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan perekonomian bagi 

pengusaha atau pedagang dengan memberikan pelayanan berupa fasilitas 

pembiayaan (Ilmi, 2002:49). 

Kegiatan penyediaan dana yang dilakukan oleh bank yang telah 

disepakati oleh nasabah dengan mewajibkan nasabah membayar tagihan 

tersebut berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak dengan memberikan keuntungan berupa bagi hasil atau imbalan 

merupakan pengertian dari pembiayaan (Andrianto dan M. Anang 

Firmansyah, 2019:305). Pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah dan para usaha mikro 

kecil menengah (UMKM) yang membutuhkan dana yang akan dibantu 

dengan memberikan dana tambahan guna meningkatkan perkembangan 

usahanya berupa pembiayaan 

(https://izzanizza.wordpress.com/2013/03/28/pengertian-dan-tujuan 

pembiayaan/). 

Modal kerja merupakan bagian terpenting dalam kegiatan ekonomi 

artinya dengan modal kerja kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar. 

Setiap usaha atau bisnis yang dilakukan baik bisnis kecil maupun bisnis yang 

besar tentu saja membutuhkan modal untuk memulai bisnis tersebut. 

https://izzanizza.wordpress.com/2013/03/28/pengertian-dan-tujuan%20pembiayaan/
https://izzanizza.wordpress.com/2013/03/28/pengertian-dan-tujuan%20pembiayaan/
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Kendala ini kerap menghalangi usaha untuk mengembangkan bisnisnya. 

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi untuk mengatasi masalah dalam 

menambah modal kerja perusahaan dan juga menggunakan prinsip-prinsip 

syariah dalam penyaluran dananya. Dengan adanya permintaan pembiayaan 

modal kerja yang tinggi yang akhirnya dilirik oleh lembaga keuangan syariah 

sehingga bermunculan produk pembiayaan modal kerja yang bertujuan untuk 

mendanai dalam hal mengembangkan usahanya.   

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan salah satu jasa keuangan 

non bank syariah yang dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan 

dari prinsip-prinsip syariah yang mengatur produk dan operasionalnya. 

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memulai kegiatan operasionalnya pada 

tanggal 10 November 1996 yang berpusat di Jl. Untung Suropati No. 16 Kec. 

Lasem Kab. Rembang Jawa Tengah. Sampai saat ini BMT Bina Ummat 

Sejahtera sudah memiliki 118 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Salah satu cabang BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu yang terdapat di 

Kabupaten Lamongan tepatnya di Groyok, Sukorejo, Kecamatan Lamongan, 

Kabupaten Lamongan yang berdiri dan memulai kegiatan operasionalnya 

pada tahun 2012 hingga saat ini. Pada dasarnya BMT Bina Ummat Sejahtera 

cabang Lamongan didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang 

akan memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada 

masyarakat kecil dan dapat menjadi solusi permodalan bagi pengusaha-

pengusaha kecil menengah, seperti pedagang, petani, nelayan, dan lain 

sebagainya.  
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Dalam aktivitas pelayanan kepada masyarakat, BMT Bina Ummat 

Sejahtera cabang Lamongan menawarkan produk-produk yang sesuai dengan 

ketentuan syariah, baik berupa pembiayaan maupun tabungan atau simpanan 

maupun layanan lainnya. Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Bina 

Ummat Sejahtera cabang Lamongan yaitu pembiayaan modal kerja, 

pembiayaan pengadaan barang (jual beli barang), pembiayaan kebajikan, dan 

pembiayaan investasi. Diantara produk-produk pembiayaan yang ditawarkan 

oleh BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan, produk pembiayaan 

modal kerja merupakan produk yang paling banyak diminati dan 

dimanfaatkan oleh anggota (https://www.bmtbus.co.id/program-unggulan/).  

Pemberian pembiayaan oleh pihak BMT Bina Ummat Sejahtera terdapat 

beberapa resiko walaupun sebelum melakukan pembiayaan terlebih dahulu 

dilakukan analisis tidak terkecuali dengan pembiayaan modal kerja. Seorang 

analisa tidak bisa memprediksi masa yang akan datang bahwa pembiayaan 

nasabah selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebab, diantaranya 

kesalahan penggunaan pembiayaan, manajemen yang buruk, dan kondisi 

perekonomian yang berpengaruh besar terhadap kesehatan keuangan debitur 

dan atas kerugiaan pembiayaan bank (Ibrahim, 2004:109). Risiko 

pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat nasabah atau pihak lain 

mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga 

keuangan syariah (Sutantoputra, 2018:86). Menurut Ismail (2013) risiko 

pembiayaan yang terjadi dari peminjam adalah ketidakmampuan nasabah 

membayar kewajibannya sehingga dana yang disalurkan tidak sepenuhnya 

https://www.bmtbus.co.id/program-unggulan/
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kembali (A. Ibrahim & Rahmati, 2017). Hal tersebut menyebabkan 

terjadinya permasalahan dalam pembiayaan. Pembiayaan bermasalah 

merupakan hal yang tidak diinginkan oleh pihak BMT karena berdampak 

pada kerugian BMT serta menurunkan pendapatan BMT (Ismail, 2010:125). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Doni Satriawan sebagai 

karyawan bagian account office menyatakan bahwa penyebab terjadinya 

pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan 

disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, kelemahan dari sisi internal BMT 

yang disebabkan oleh kurang mampunya pegawai BMT dalam menganalisis 

usaha yang dimiliki oleh anggota, kesalahan BMT dalam memberikan 

fasilitas pembiayaan, dan kelemahan pembinaan anggota pembiayaan. 

Kedua, kelemahan dari sisi internal anggota yang disebabkan oleh masalah 

operasional usaha dan masalah rumah tangga. Ketiga, kelemahan dari sisi 

eksternal BMT dan anggota yang dapat dilihat dari beberapa hal, seperti 

force majeure (peristiwa yang berada di luar kemampuan manusia) seperti 

terjadinya musibah.  

Dengan adanya faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah 

tersebut membuat pihak BMT harus mampu menanganinya secara serius 

agar dana yang dikeluarkan oleh BMT dapat kembali lagi dan proses 

penyaluran dana dapat berjalan dengan lancar kembali. Pembiayaan 

bermasalah selalu terjadi dalam hal pembiayaan, hal tersebut tidak mungkin 

bisa dihindari, pihak BMT hanya bisa berusaha menekan seminimal mungkin 

besarnya pembiayaan bermasalah. 
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Data laporan keuangan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang 

Lamongan menunjukkan adanya pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan 

yang didalamnya terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin akibat 

pihak nasabah tidak sanggup membayar kewajibannya kepada pihak lembaga 

keuangan syariah setelah jatuh tempo (Kuncoro, 2016:420). Adapun data 

yang diperoleh oleh peneliti dari pihak BMT adalah sebagai berikut:   

Tabel 1.1 

Data Pembiayaan Bermasalah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera 

cabang Lamongan 

Tahun 
Total Realisasi 

Pembiayaan 

Pembiayaan 

Bermasalah 
NPF 

Nasabah 

yang 

Mengalami 

Pembiayaan 

Bermasalah 

Nasabah yang 

Mendapatkan 

Kebijakan 

Rescheduling 

2019 2.465.851.202 86.304.792 3,5% 30 12 

2020 1.845.312.538 64.585.939 3% 20 8 

Sumber : Wawancara Manager Cabang BMT Bina Ummat Sejahtera cabang 

Lamongan 

Pada tahun tahun 2019, NPF KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera berada 

di angka 3,5% yakni sebesar Rp. 86.304.792 dari total realisasi pembiayaan 

Rp. 2.465.851.202. Pada tahun tahun 2020, NPF KSPPS BMT Bina Ummat 

Sejahtera berada di angka 3% yakni sebesar Rp. 64.585.939 dari total 

realisasi pembiayaan Rp. 1.845.312.538. Tingkat NPF KSPPS BMT Bina 

Ummat Sejahtera dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan 

sebesar 0,5%. Penurunan tingkat NPF terjadi karena pihak BMT dalam 
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memberikan pembiayaan kepada nasabah lebih diperketat atau lebih seletif 

agar terhindar dari kenaikan NPF akibat dampak pandemi covid-19 ini.  

Pembiayaan bermasalah tersebut harus secepatnya ditangani agar 

kerugian yang dialami oleh lembaga dapat ditekan  (Hasibuan, 2011:115). 

BMT Bina Ummat Sejahtera dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah 

menggunakan beberapa cara, diantaranya memberikan peringatan kepada 

anggota (teguran langsung), dilakukan rescheduling, dan pelelangan jaminan. 

Diantara beberapa cara tersebut, cara yang dinilai dapat menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah hingga pada akhirnya anggota dapat membayar 

kembali kewajibannya yaitu dengan melakukan rescheduling pembiayaan. 

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan BMT untuk menangani 

pembiayaan bermasalah dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan 

dan memperkecil jumlah angsuran anggota. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan pak Ferry selaku account officer menjelaskan bahwa rescheduling 

dapat diberikan oleh pihak BMT kepada anggota yang mengalami 

keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan margin akibat penurunan 

penjualan selama 3 bulan berturut-turut yang sudah masuk kategori 

diragukan dan macet tetapi mempunyai iktikad baik. Dengan adanya 

rescheduling anggota merasa terbantu karena angsuran setiap bulan lebih 

ringan dari pada jumlah angsuran awal pembiayaan. Namun jangka waktu 

angsuran menjadi lebih panjang dari pada jangka waktu angsuran awal 

pembiayaan. Rescheduling dilakukan oleh BMT dengan tujuan agar 

pembiayaan yang telah disalurkan dapat kembali lagi dan bagi anggota yaitu 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

8 

 

dapat membayar kembali kewajibannya dengan tidak terkesan memberatkan 

dan sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur’an 

surat al-Baqarah (2) ayat 280: 

وَانِْ كانََ ذُوْعُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ الِى مَيْسَرَةٍ  
ط 

قىُْاخَيْرٌالَّكُمْ وَانَْ  انِْ كُنْتمُْ  تصََدَّ

 تعَْلمَُىْنَ 

 “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S Al-

Baqarah: 280) 

 

Mekanisme rescheduling pembiayaan modal kerja bermasalah yang 

dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera dengan cara sisa pembiayaan 

atau bali akhir anggota dengan jangka waktu yang di sepakati oleh kedua 

belah pihak. Dalam mengembalikan angsuran pembiayaan anggota 

dikenakan biaya administrasi sebesar 1,9% pada waktu penandatanganan 

akad rescheduling tersebut. Dengan adanya penerapan rescheduling 

pembiayaan yang sesuai dengan permohonan nasabah bermasalah itu sendiri 

tanpa adanya paksaan merupakan cara yang efektif untuk mengatasi 

pembiayaan bermasalah (Khoirunnisa, 2018). 

Dalam pelaksanaan rescheduling inilah yang menarik perhatian dan 

keingin tahuan penulis untuk mengetahui bagaimana penerapan rescheduling 

sebagai upaya penanganan pembiayaan modal kerja bermasalah. Sehingga 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

Rescheduling Sebagai Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk 
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Pembiayaan Modal Kerja pada KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) 

cabang Lamongan”. 

1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dari latar belakang tersebut antara lain: 

1.2.1.1. Risiko yang timbul dari adanya pemberian pembiayaan 

oleh pihak KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan kepada 

nasabah 

1.2.1.2. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan modal kerja 

bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan 

1.2.1.3. Penyelamatan pembiayaan modal kerja bermasalah dengan 

cara rescheduling di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan 

1.2.1.4. Implementasi rescheduling pada pembiayaan modal kerja 

bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan 

1.2.1.5. Dampak bagi lembaga maupun nasabah dengan adanya 

rescheduling yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS 

Cabang Lamongan sebagai upaya penanganan pembiayaan 

modal kerja bermasalah  

1.2.2. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan agar penlitian dapat fokus kepada 

permasalahan yang akan diteliti. Batasan masalah dalam penelitian 

ini antara lain:  
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1.2.2.1. Implementasi rescheduling pada pembiayaan modal kerja 

bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan 

1.2.2.2. Dampak implementasi rescheduling terhadap pembiayaan 

modal kerja bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang 

Lamongan 

1.3. Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1.3.1. Bagimana implementasi rescheduling pada pembiayaan modal kerja 

bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan? 

1.3.2. Bagaimana dampak implementasi rescheduling terhadap pembiayaan 

modal kerja bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan? 

1.4. Kajian Pustaka 

Dalam penulisan skripsi diperlukan penelitian terdahulu untuk dikaji 

sehingga dapat diketahui perbedaan penelitian yang telah dilakukan dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian ini:  

1.4.1. Lailatul Maromi, “Analisis Rescheduling Pembiayaan Murabahah di 

BPR Syariah Jabal Nur Surabaya”, Universitas Islam Negeri Sunan 

Ampel Surabaya, 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui aplikasi pengajuan murabahah serta mekanisme 

rescheduling di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya. Hasil dari 
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penelitian ini adalah proses pengajuan pembiayaan dan mekanisme 

rescheduling terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan 

bermasalah pada pembiayaan murabahah di BPR Syariah Jabal Nur 

Surabaya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan tidak 

bertentangan dengan hukum Islam (Maromi, 2014). 

1.4.2. Indriani Nur Ikesari, “Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan 

Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah di BRI Syariah 

KCP Ponorogo”, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi 

rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad 

murabahah serta faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah 

dengan akad murabahah di BRI syariah KCP Ponorogo. Hasil 

penelitian ini adalah implementasi rescheduling pada pembiayaan 

modal kerja bermasalah dengan akad murabahah dilakukan dengan 

memperpanjang jangka waktu pengembalian dan memperkecil 

jumlah angsuran pembiayaan tetapi ada beberapa nasabah 

rescheduling yang tetap tidak bisa mengembalikan pembiayaannya 

hingga jatuh tempo. Hal ini karena pihak nasabah tidak jujur dalam 

melaporkan keadaan usaha yang sebenarnya, nasabah tidak 

menganggap rescheduling penting dan keputusan yang terjadi antara 

pihak bank dan nasabah tidak dilaksanakan sesuai dengan 

kesepakatan di awal. Selain itu hasil penelitian juga menjelaskan 
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terkait faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi 

rescheduling. Dimana pembiayaan bermasalah muncul karena faktor 

penghambat dari pihak nasabah yang tidak jujur dalam melaporkan 

keadaan usaha yang sebenarnya. Sedangkan faktor pendukung dalam 

implementasi rescheduling adalah kesadaran nasabah dalam 

melunasi kewajibannya (Ikesari, 2020).  

1.4.3. Hari Sucahyono, “Analisis Penyelesaian NPF (Non Performing 

Financing) Terhadap Pembiayaan di BPRS Saka Dana Mulia 

Kudus”, Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2014. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara dan langkah 

penyelesaian NPF di BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Hasil 

penelitian ini yaitu langkah yang diterapkan oleh BPRS Saka Dana 

Mulia Kudus dalam penyelesaian NPF adalah memberikan 

peringatan kepada nasabah melalui surat peringatan (SP), melakukan 

kunjungan ke rumah nasabah, melakukan restrukturisasi 

pembiayaan, bantuan konsultasi, dan penjualan barang agunan. 

Semua langkah tersebut diterapkan untuk membantu nasabah agar 

dapat menyelesaikan kewajibannya kembali (Sucahyono, 2014).  

1.4.4. Nur Awali Khoirunisa, “Implementasi Rescheduling, Reconditiong, 

dan Restructuring sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan 

Bermasalah Produk KPR Muamalat iB pada Bank Muamalat 

Indonesia kantor cabang Mas Mansyur Surabaya”, Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. Tujuan penelitian ini untuk 
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mengetahui implementasi rescheduling, reconditiong, dan 

restructuring pada pembiayaan bermasalah produk KPR Muamalat 

iB serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 

rescheduling, reconditiong, dan restructuring pada pembiayaan 

bermasalah produk KPR Muamalat iB pada Bank Muamalat 

Indonesia kantor cabang Mas Mansyur Surabaya. Hasil dari 

penelitian ini yaitu implementasi rescheduling, reconditiong, dan 

restructuring pada produk KPR Muamalat iB dilakukan dengan dua 

peruntukan yaitu nasabah PT dan perorangan yang keduanya 

dilakukan dengan proses sistematis dan berhasil menjadi solusi 

pembiayaan bermasalah yang terbukti dapat menurunkan nasabah 

bermasalah dan menurunnya tingkat NPF. Dimana pelaksanaan 

rescheduling, reconditiong, dan restructuring di Bank Muamalat 

Indonesia kantor cabang Mas Mansyur Surabaya sudah sesuai 

dengan teori dan ketentuan yang ada. Selain itu juga menjelaskan 

terkait faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi 

rescheduling. Dimana pembiayaan bermasalah muncul karena faktor 

penghambat dari nasabah yang tidak jujur saat melaporkan kronologi 

penyebab pembiayaan bermasalah, keterlambatan dokumen dari 

nasabah, adanya alokasi dana yang tidak sesuai dengan tujuan 

pembiayaan. Sedangkan faktor pendukung dalam implementasi 

restrukturisasi pembiayaan adalah proses administrasi cepat, adanya 
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efek jera bagi nasabah, adanya monitoring pada nasabah pembiayaan 

bermasalah (Khoirunnisa, 2018). 

1.4.5. Maya Nur Indahyani, “Peran Rescheduling Terhadap Pembiayaan 

Bermasalah dengan Akad Murabahah di UJKS-KSU Jabal Rahmah 

Sidoarjo”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran rescheduling 

terhadap pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah serta 

sejauh mana pengaruh rescheduling terhadap tingkat pemulihan 

pembiayaan murabahah bermasalah di UJKS-KSU Jabal Rahmah 

Sidoarja. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa rescheduling yang 

dilakukan oleh pihak UJKS-KSU Jabal Rahmah memiliki peran bagi 

lembaga maupun bagi nasabah. Peran bagi lembaga yaitu 

berkurangnya jumlah nasabah pembiayaan bermasalah. Nasabah 

yang awalnya mempunyai tunggakan dalam membayar anggsuran 

setelah dilakukan rescheduling pada pembiayaannya maka 

pembayaran kewajiban dapat kembali lancar. Sedangkan peran 

rescheduling bagi nasabah yaitu dapat meringankan nasabah dalam 

membayar kewajibannya kepada koperasi. Rescheduling yang 

dilakukan pihak koperasi juga mempunyai pengaruh terhadap 

tingkat pemulihan pembiayaan bermasalah sehingga dapat menekan 

NPF di koperasi. (Indahyani, 2018) 
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Tabel 1.2 

Tabulasi Data Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Perbedaan Persamaan 

1. Lailatul 

Maromi 

(2014) 

Analisis 

Rescheduling 

Pembiayaan 

Murabahah di 

BPR Syariah 

Jabal Nur 

Surabaya 

a. Peneliti ini menganalisis 

seluruh produk pembiayaan 

yang menggunakan akad 

murabahah sedangkan di 

dalam penelitian ini penulis 

terfokus menganalisis  

pembiayaan modal kerja 

b. Penelitian ini menggunakan 

objek penelitian BPR Syariah 

Jabal Nur Surabaya 

sedangkan penulis 

menggunakan objek 

penelitian KSPPS BMT BUS 

cabang Lamongan  

a. Membahas 

rescheduling 

pembiayaan 

b. Menggunakan 

metode 

kualitatif 

deskriptif 

2. Indriani Nur 

Ikesari 

(2020) 

Penerapan 

Rescheduling 

Pada 

Pembiayaan 

Modal Kerja 

a. Penelitian ini menggunakan 

objek penelitian BRI Syariah 

KCP Ponorogo sedangkan 

penulis menggunakan objek 

penelitian KSPPS BMT BUS 

a. Membahas 

rescheduling 

pembiayaan 

b. Menggunakan 

metode 
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Bermasalah 

Dengan Akad 

Murabahah di 

BRI Syariah 

KCP Ponorogo 

cabang Lamongan 

b. Peneliti ini membahas tentang 

implementasi serta faktor 

penghambat dan pendukung 

dalam implementasi 

rescheduling di BRI Syariah 

KCP Ponorogo sedangkan 

penelitian yang dilakukan 

penulis membahas tentang 

implementasi rescheduling 

dan dampak yang timbul 

setelah implementasi 

rescheduling pada 

pembiayaan modal kerja 

bermasalah di KSPPS BMT 

BUS cabang Lamongan 

kualitatif 

deskriptif 

c. Meneliti 

tentang 

penerapan 

rescheduling 

pada 

pembiayaan 

modal kerja 

bermasalah 

3. Hari 

Sucahyono 

(2014) 

Analisis 

Penyelesaian 

NPF (Non 

Performing 

Financing) 

Terhadap 

a. Penelitian ini menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah 

tidak hanya  menerapkan 

rescheduling saja tetapi juga 

menerapkan reconditiong, 

dan restructuring. 

a. Penelitian ini 

sama-sama 

membahas 

tentang upaya 

penyelamatan 

pembiayaan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

17 

 

Pembiayaan di 

BPRS Saka 

Dana Mulia 

Kudus 

Sedangkan penelitian yang 

digunakan penulis dalam 

menyelesaikan pembiayaan 

bermasalah hanya 

menerapkan rescheduling 

saja 

b. Peneliti ini menganalisis 

seluruh produk pembiayaan 

yang mengalami 

pembiayaan bermasalah 

sedangkan di dalam 

penelitian ini penulis 

terfokus menganalisis  

pembiayaan modal kerja 

bermasalah 

bermasalah  

4. Nur Awali 

Khoirunisa 

(2018) 

Implementasi 

Rescheduling, 

Reconditiong, 

dan 

Restructuring 

sebagai Upaya 

Penyelesaian 

a. Penelitian ini membahas 

tentang implementasi dan 

faktor penghambat dan 

pendukung dari 

implementasi restrukturisasi 

sedangkan dalam penelitian 

yang penulis lakukan lebih 

a. Menggunakan 

metode 

kualitatif 

deskriptif 

b. Penelitian ini 

sama-sama 

membahas 
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Pembiayaan 

Bermasalah 

Produk KPR 

Muamalat iB 

pada Bank 

Muamalat 

Indonesia kantor 

cabang Mas 

Mansyur 

Surabaya 

terfokus pada implementasi 

rescheduling dan dampak 

yang timbul setelah 

implementasi rescheduling 

b. Penelitian ini menerapkan 

rescheduling, reconditiong, 

dan restructuring sebagai 

upaya penyelesaian 

pembiayaan bermasalah 

sedangkan dalam penelitian 

ini penulis hanya 

menerapkan rescheduling 

sebagai upaya penyelesaian 

pembiayaan bermasalah 

c. Model pembiayaan yang 

digunakan pada penelitian 

ini lebih terfokus pada 

produk KPR Muamalat iB 

sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti lebih 

terfokus pada pembiayaan 

modal kerja. 

tentang upaya 

penyelamatan 

pembiayaan 

bermasalah 
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5. Maya Nur 

Indahyani 

(2018) 

Peran 

Rescheduling 

Terhadap 

Pembiayaan 

Bermasalah 

dengan Akad 

Murabahah di 

UJKS-KSU 

Jabal Rahmah 

Sidoarjo 

a. Peneliti ini menganalisis 

seluruh produk pembiayaan 

yang menggunakan akad 

murabahah sedangkan di 

dalam penelitian ini penulis 

terfokus menganalisis  

pembiayaan modal kerja 

b. Penelitian ini membahas 

tentang peran rescheduling 

bagi lembaga dan nasabah 

serta pengaruh rescheduling 

terhadap tingkat pemulihan 

pembiayaan bermasalah. 

Sedangkan penelitian yang 

dilakukan penulis membahas 

tentang implementasi 

rescheduling dan dampak 

yang timbul setelah 

implementasi rescheduling 

bagi lembaga dan nasabah.  

c. Penelitian ini menggunakan 

objek penelitian UJKS-KSU 

a. Menggunakan 

metode 

kualitatif 

deskriptif 

b. Membahas 

rescheduling 

pembiayaan 
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Jabal Rahmah Sidorarjo 

sedangkan penulis 

menggunakan objek 

penelitian KSPPS BMT 

BUS cabang Lamongan 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.5.1. Untuk mengetahui implementasi rescheduling pada pembiayaan 

modal kerja bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan 

1.5.2. Untuk mengetahui dampak implementasi rescheduling terhadap 

pembiayaan modal kerja bermasalah di KSPPS BMT BUS Cabang 

Lamongan 

1.6. Kegunaan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi 

Rescheduling Sebagai Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk 

Pembiayaan Modal Kerja pada KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) 

cabang Lamongan” diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua 

pihak yaitu: 
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1.6.1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan 

memberikan ilmu pengetahuan serta informasi terkait dengan 

implementasi rescheduling sebagai upaya penanganan pembiayaan 

modal kerja bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera 

Cabang Lamongan. 

1.6.2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran 

dan juga masukan kepada KSPPS BMT BUS Cabang Lamongan 

sebagai lembaga keuangan non bank syariah agar lebih berhati-

hati dan selektif dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah 

agar terhindar dari pembiayaan bermasalah serta mengoptimalkan 

penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan 

implementasi rescheduling . Selain itu hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah keilmuan dan wawasan bagi pihak 

lain untuk dijadikan referensi atau bahan pertimbangan bagi 

peneliti selanjutnya dalam membuat penelitian yang lebih 

sempurna mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah 

menggunakan prinsip rescheduling. 

1.7. Definisi Operasional 

1.7.1. Rescheduling  

Rescheduling adalah upaya yang dilakukan bank dengan 

memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa 
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mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada BUS 

atau UUS (Djamil, 2014:90). Rescheduling yang dilakukan oleh 

bank dengan harapan nasabah dapat membayar kembali 

kewajibannya kepada bank (Ismail, 2010: 128). 

1.7.2. Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang 

mengalami keterlambatan pembayaran akibat nasabah tidak 

sanggup membayar kewajibannya kepada pihak lembaga keuangan 

syariah ketika jatuh tempo. Untuk mengetahui pembiayaan 

bermasalah tersebut maka pihak lembaga keuangan syariah perlu 

melakukan penggolongan pembiayaan. Secara umum 

penggolongan pembiayaan berdasarkan kolektibilitas pembiayaan 

dapat menggambarkan kualitas dari pembiayaan tersebut. Kualitas 

pembiayaan berdasarkan kolektibilitas terbagi menjadi lima yaitu 

lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan 

macet (Hermansyah, 2005:54). Berdasarkan uraian tersebut, 

kualitas pembiayaan yang tergolong bermasalah terdapat pada 

kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.  

1.7.3. Pembiayaan modal kerja 

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang 

disalurkan oleh bank kepada nasabah yang digunakan untuk 

menambah modal kerja perusahaan guna meningkatkan 

perkembangan usaha (Ikatan Bankir Indonesia, 2018:60).  
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1.8. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penulisan skripsi diuraikan dengan tujuan untuk 

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini. Sistematika 

penulisan dibuat agar isi skripsi dapat terlihat secara urut dan saling 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut adalah sistematika 

pembahasan dalam skripsi ini: 

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, serta sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua merupakan kerangka teori yang digunakan sebagai literatur 

kepustakaan selama penelitian berlangsung. Dalam bab ini berisi tentang 

landasan teori tentang rescheduling dan pembiayaan bermasalah. Selain itu 

pada bab ini juga berisi kerangka konseptual yang digunakan untuk 

mendeskripsikan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari 

masalah yang akan diteliti.  

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang berisi lokasi penelitian, 

pendekatan penelitian yang dilakukan, data yang dikumpulkan, sumber data, 

subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan 

data, dan teknik analisis data. 

Bab keempat merupakan hasil penelitian yang berisi pemaparan singkat 

mengenai objek penelitian yaitu gambaran umum, implementasi 
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rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah serta dampak 

implementasi rescheduling terhadap pembiayaan modal kerja bermasalah di 

BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan.  

Bab kelima adalah pembahasan dari hasil penelitian yang berisi hasil 

analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian yakni implementasi  

rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dan dampak 

implementasi rescheduling terhadap pembiayaan modal kerja bermasalah di 

BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan. 

Bab keenam merupakan penutup dari penulisan skripsi yang telah 

dilakukan. Penutup memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah 

dan saran bagi BMT maupun nasabah pembiayaan bermasalah dan 

mendapatkan kebijakan rescheduling.  
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  BAB II 

KERANGKA TEORI 
 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Rescheduling 

2.1.1.1. Definisi Rescheduling 

Rescheduling adalah upaya perubahan jadwal pembayaran 

atau jangka waktu yang dilakukan oleh lembaga keuangan 

syariah kepada nasabah yang mengalami kesulitan 

pembayaran kewajibannya (Andrianto, Didin Fatihuddin, 

2019:118). Menurut Ismail, definisi rescheduling adalah 

sebuah upaya yang dilakukan kepada debitur yang memiliki 

iktikad baik untuk membayar kewajibannya (Ismail, 

2010:128). Ahmad Ifham mendefinisikan bahwa 

rescheduling adalah mengubah jangka waktu pembiayaan 

(Ifham, 2016:75). Menurut Kasmir dalam bukunya yang 

berjudul Dasar-Dasar Perbankan, rescheduling adalah suatu 

upaya atau tindakan yang diambil dengan cara 

memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka 

waktu angsurannya (Kasmir, 2015:149). Menurut Zainal 

Asikin kebijakan dalam menyelamatkan pembiayaan 

bermasalah dilakukan melalui rescheduling yaitu upaya 

dalam melakukan perubahan terhadap beberapa syarat 

perjanjian pembiayaan, seperti jadwal pembayaran kembali 
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dan perubahan jumlah angsuran (Asikin, 2016:200). Ali 

Hamdan dan Saifuddin memberikan penjelasan bahwa 

rescheduling adalah penjadwalan kembali yang dilakukan 

dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal 

pembayaran, dan jumlah angsurannya (Hamdan, 2014:81). 

Dalam hal ini, nasabah pembiayaan bermasalah diberi 

keringanan oleh lembaga keuangan syariah dengan 

memperpanjang jangka waktu pembiayaannya, misalnya 

jangka waktu pembiayaan 6 bulan diperpanjang menjadi 1 

tahun dan memperpanjang jangka waktu angsurannya, 

misalnya jangka waktu angsuran dari 36 kali diperpanjang 

menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja mengecilkan jumlah 

angsuran nasabah seiring dengan penambahan jangka waktu 

angsuran (Ibrahim, 2004:116). Rescheduling dilakukan oleh 

lembaga keuangan syariah dengan harapan nasabah dapat 

membayar kembali kewajibannya (Ismail, 2010:128). 

Sehingga dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

rescheduling adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh 

lembaga keuangan syariah untuk mengurangi kerugian yang 

disebabkan oleh pembiayaan bermasalah dengan cara 

merubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka 

waktu dengan tujuan agar nasabah dapat membayar kembali 

kewajiban kepada lembaga. 
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2.1.1.2. Kriteria Rescheduling 

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 

Pasal 5, menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah yang 

akan di rescheduling oleh lembaga keuangan syariah harus 

mempunyai kriteria sebagai berikut: (Bank Indonesia, 

2012:99) 

1) Restrukturisasi (rescheduling) pembiayaan bermasalah 

dilakukan oleh BMT ditujukan kepada nasabah yang 

memenuhi kriteria, diantaranya:  

a. Nasabah mengalami penuruan kemampuan 

pembayaran atau mengalami kesulitan 

pembayaran   

b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan 

mampu memenuhi kembali kewajibannya setelah 

lembaga keuangan mikro syariah melakukan 

restrukturisasi (rescheduling) pada pembiayaan 

nasabah 

2) Restrukturisasi (rescheduling) yang diberikan oleh 

lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang 

mengalami pembiayaan bermasalah pada pembiayan 

konsumtif. Beberapa kriteria nasabah yang diberikan 

restrukturisasi (rescheduling) oleh lembaga keuangan 

syariah adalah sebagai berikut: 
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a. Nasabah mengalami penuruan kemampuan 

pembayaran atau mengalami kesulitan 

pembayaran     

b. Nasabah memiliki sumber pembayaran angsuran 

yang jelas sehingga mampu memenuhi 

kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi 

(rescheduling)  

3) Restrukturisasi (rescheduling) pembiayaan bermasalah 

perlu didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang 

memadai serta didokumentasi dengan baik 

Pembiayaan bermasalah akan di restrukturisasi 

(rescheduling) oleh lembaga keuangan syariah 

berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 10/34/DpbS 

2008 Romawi IV berdasarkan: (Bank Indonesia, 2012: 99) 

1) Prospek usaha nasabah atau kemampuan membayar 

kewajiban untuk nasabah pembiayaan produktif sesuai 

dengan proyeksi arus kas 

2) Kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan 

non produktif sesuai dengan proyeksi arus kas 
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2.1.1.3. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan pada Restrukturisasi      

(Rescheduling) Pembiayaan 

Penerapan restrukturisasi (rescheduling) pembiayaan pada 

nasabah pembiayaan bermasalah harus memperhatikan 

beberapa hal 

seperti:(https://sharianomics.wordpress.com/2010/12/06/hal-

yang-harus-diperhatikan-pada-restrukturisasi-pembiayaan/) 

1) Lembaga keuangan syariah dalam melakukan 

restrukturisasi (rescheduling) pada pembiayaan 

bermasalah harus dilakukan analisis berdasarkan prospek 

usaha nasabah atau kemampuan membayar kewajiban 

nasabah pembiayaan dan kondisi keuangan nasabah 

sesuai dengan proyeksi arus kas 

2) Penilaian agunan harus dilakukan secara berkala, rutin, 

dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk meminimalisir beban Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus 

dibentuk oleh bank 

3) Pihak bank melakukan monitor kondisi keuangan 

nasabah yang memperoleh kebijakan restrukturisasi 

(rescheduling) pembiayaan secara berkala dan rutin 

untuk mengantisipasi timbulnya masalah pada 

kemampuan membayar nasabah  

https://sharianomics.wordpress.com/2010/12/06/hal-yang-harus-diperhatikan-pada-restrukturisasi-pembiayaan/
https://sharianomics.wordpress.com/2010/12/06/hal-yang-harus-diperhatikan-pada-restrukturisasi-pembiayaan/
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 Lembaga keuangan syariah melakukan rescheduling 

pembiayaan untuk membantu nasabah pembiayaan dalam 

mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi sehingga memiliki 

kemampuan menjalankan kembali kegiatan usahanya seperti 

semula termasuk memulihkan kemampuan nasabah dalam 

memenuhi kewajiban kepada bank. Namun dalam hal 

penyelamatan pembiayaan bermasalah bank tidak 

diperbolehkan melakukan restrukturisasi (rescheduling) 

pembiayaan dengan tujuan untuk: (Ikatan Bankir Indonesia, 

2018:132)   

1) Menghindari penurunan penggolongan kualitas 

pembiayaan 

2) Menghindari adanya peningkatan PPAP (Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif) 

3) Menghindari penghentian pengakuan pendapatan secara 

akrual 

2.1.1.4. Ketentuan Pelaksanaan dan Tata Cara Rescheduling 

 Pelaksanaan restrukturisasi (rescheduling) pembiayaan 

memiliki beberapa ketentuan, diantaranya sebagai berikut: 

(https://sharianomics.wordpress.com/2010/12/08/ketentuan-

pelaksanaan-restrukturisasi-pembiayaan/)  

https://sharianomics.wordpress.com/2010/12/08/ketentuan-pelaksanaan-restrukturisasi-pembiayaan/
https://sharianomics.wordpress.com/2010/12/08/ketentuan-pelaksanaan-restrukturisasi-pembiayaan/
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1) Nasabah membuat permohonan secara tertulis apabila 

pembiayaannya akan di restrukturisasi (rescheduling) 

2) Nasabah yang memenuhi kriteria pembiayaan yang dapat 

dilakukan restrukturisasi (rescheduling) 

3) Kualitas pembiayaan yang dapat di restrukturisasi 

(rescheduling) terdapat pada kualitas kurang lancar, 

diragukan, dan macet 

4) Pelaksanaan restrukturisasi (rescheduling) pembiayaan 

harus memuat analisis dan bukti-bukti yang memadai 

serta dokumentasi yang baik 

5) Restrukturisasi (rescheduling) pembiayaan dapat 

dilakukan paling banyak 3 kali selama jangka waktu akad 

pembiayaan awal 

6) Untuk restrukturisasi (rescheduling) pembiayaan kedua 

dan ketiga dapat dilakukan 6 bulan setelah 

restrukturisasi (rescheduling) pembiayaan sebelum 

berakhir 

7) Restrukturisasi (rescheduling) pembiayaan terhadap 

nasabah yang memiliki fasilitas pembiayaan dari bank, 

dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan  

 Tata cara restrukturisasi (rescheduling) pembiayaan 

dilakukan oleh pihak bank dengan cara memperpanjang 

jangka waktu jatuh tempo pembayaran tanpa mengubah sisa 
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kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank. 

Jumlah pembayaran angsuran lebih ringan dari pada jumlah 

angsuran sebelum dilakukan restrukturisasi (rescheduling) 

karena jumlah angsurannya diperkecil  (Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2019:3). 

2.1.1.5. Kualitas Pembiayaan Setelah Restrukturisasi (rescheduling)  

   Pembiayaan bermasalah setelah dilakukan 

restrukturisasi (rescheduling) akan mengalami perubahan 

kualitas penggolongan pembiayaan adalah sebagai berikut: 

(https://sharianomics.wordpress.com/2010/12/09/ketentuan-

kualitas-pembiayaan-pada-restrukturisasi-pembiayaan/) 

1) Apabila sebelum pelaksanaan restrukturisasi 

(rescheduling) pembiayaan tergolong diragukan atau 

macet maka setelah di restrukturisasi (rescheduling) 

pembiayaan akan menjadi golongan kurang lancar. Jika 

pembiayaan sebelum di restrukturisasi (rescheduling) 

tergolong kurang lancar maka setelah di restrukturisasi 

(rescheduling) kualitas pembiayaan tetap 

2) Kualitas pembiayaan dapat lancar apabila nasabah tidak 

mengalami tunggakan pembayaran selama 3 kali periode 

pembayaran secara berturut-turut sesuai dengan 

perjanjian dalam restrukturisasi (rescheduling) 

https://sharianomics.wordpress.com/2010/12/09/ketentuan-kualitas-pembiayaan-pada-restrukturisasi-pembiayaan/
https://sharianomics.wordpress.com/2010/12/09/ketentuan-kualitas-pembiayaan-pada-restrukturisasi-pembiayaan/
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pembiayaan dan apabila nasabah tidak memenuhi 

persyaratan maka kualitas pembiayaan menjadi sama 

dengan sebelum di restrukturisasi (rescheduling)   

3) Kualitas pembiayaan dapat meningkat menjadi lancar 

jika dilakukan dalam 3 bulan setelah dilakukan 

restrukturisasi (rescheduling) pembiayaan      

4) Kualitas pembiayaan tetap digolongkan macet sampai 

dengan pembiayaan lunas apabila pembiayaan yang di 

restrukturisasi (rescheduling) lebih dari 3 kali 

5) Setelah 1 tahun sejak penetapan kualitas pembiayaan 

setelah di restrukturisasi (rescheduling) maka 

pembiayaan yang sudah di restrukturisasi (rescheduling) 

wajib melakukan penilaian kembali dengan 

memperhatikan prospek usaha nasabah dan kemampuan 

membayar kewajiban nasabah           

2.1.2. Pembiayaan Bermasalah 

2.1.2.1. Definisi Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai suatu 

kondisi dimana nasabah tidak sanggup membayar seluruh 

atau sebagian kewajibannya kepada bank syariah seperti 

yang telah diperjanjian dalam perjanjian pembayaran 

(Kuncoro, 2016:420). Menurut Usanti, pembiayaan 

bermasalah adalah suatu penyimpangan dalam hal 
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pembayaran yang menyebabkan keterlambatan pembayaran 

atau pembiayaan yang tidak sesuai dengan jadwal angsuran 

sehingga perlu dilakukan tindakan yuridis dalam 

pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi 

lembaga keuangan (Usanti, 2013:102). Berdasarkan beberapa 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 

bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami 

keterlambatan pembayaran akibat pihak nasabah tidak 

sanggup membayar kewajibannya kepada pihak lembaga 

keuangan syariah setelah jatuh tempo. 

Kualitas pembiayaan yang tergolong bermasalah terdapat 

pada kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. 

Pembiayaan dengan kualitas ini disebut dengan pembiayaan 

bermasalah atau dikenal dengan istilah NPF (Non 

Performing Financing). Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) 

PBI No. 7/2/PBI/2005 (2005: 54) dalam buku Hermansyah 

yang berjudul hukum perbankan nasional Indonesia, 

penilaian kualitas pembiayaan terbagi menjadi lima kategori 

yaitu: 

1) Lancar 

Pembiayaan digolongkan lancar apabila nasabah 

melakukan pembayaran angsuran pokok maupun margin 
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tepat waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan, tidak 

terjadi tunggakan baik tunggakan pokok maupun margin, 

selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur 

dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap 

dan pengikatan agunan kuat (Djamil, 2014:69) 

2) Dalam Perhatian Khusus 

Pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus 

jika pembiayaan masih digolongkan lancar tetapi 

terdapat tunggakan angsuran pokok maupun margin 

sampai 90 hari dari waktu yang dijanjikan (Ismail, 

2010:124) 

3) Kurang Lancar 

Pembiayaan digolongkan kurang lancar jika 

terdapat tunggakan pembayaran pokok atau margin yang 

telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari dari 

waktu yang telah disepakati (Kuncoro, 2016:424) 

4) Diragukan  

Pembiayaan yang digolongkan diragukan apabila 

pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan 

pembayaran margin mengalami penunggakan selama 180 

hari sampai 270 hari dari waktu yang telah dijanjikan 

(Ismail, 2010:125) 
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5) Macet 

Pembiayaan yang digolongkan macet jika terdapat 

tunggakan pembayaran angsuran pokok maupun margin 

yang telah melampaui 270 hari dan dokumentasi 

pembiayaan dan pengikatan agunan tidak ada (Kuncoro, 

2016:425) 

2.1.2.2. Landasan Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan untuk jangka waktu tertentu telah diikat pada 

suatu perjanjian, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak 

yang berhutang atas pembiayaan tersebut wajib membayar 

kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati kedua belah 

pihak, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran 

sebagai berikut:  

1) Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi: 

 ياَ أيَُّهاَ الَّرِيهَ آمَنىُا أوَْفىُا بِالْعُقىُدِ 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 
itu.”(Q.S. Al-Maidah: 1) 

 

2) Surat Al-Isra’ ayat 34 yang berbunyi: 

 وَاوَْفىُْا باِلْعَهْدِِۖ انَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْ ـىُْلً 

“Dan penuhilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti 
diminta pertanggung jawabannya.” (Q.S. Al-Isra’: 34) 
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2.1.2.3. Penyebab Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah yang ada di lembaga keuangan 

syariah mempunyai beberapa penyebab yang terdiri dari 

faktor internal dan eksternal yang akan di bahas sebagai 

berikut:  

1) Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari 

dalam perusahaan itu sendiri yang disebabkan oleh 

manajerial. Timbulnya pembiayaan bermasalah pada 

suatu perusahaan disebabkan oleh faktor manajerial yang 

dapat dilihat dari beberapa hal, seperti tidak tepat dalam 

menganalisis yang mengakibatkan kurang tepatnya 

dalam memprediksi apa yang akan terjadi selama jangka 

waku pembiayaan, adanya sikap dan perbuatan yang 

tidak jujur yang dilakukan pihak bank dalam 

memutuskan pemberian pembiayaan kepada nasabah 

yang seharusnya pembiayaan tersebut tidak diberikan, 

pengetahuan terbatas pihak bank terhadap jenis usaha 

nasabah, adanya campur tangan yang terlalu besar dari 

pihak terkait (petinggi bank), kelemahan dalam 

melakukan pembinaan dan monitoring pada nasabah 

pembiayaan bermasalah (Ismail, 2010:125) 
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2) Faktor Eksternal Bank 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari 

luar kekuasaaan manajemen perusahaan yang dapat 

menyebabkan pembiayaan bermasalah, seperti nasabah 

sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada 

bank, ekspansi terlalu besar yang dilakukan oleh nasabah 

sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar, nasabah 

melakukan penyelewengan dana pembiayaan yang tidak 

sesuai dengan tujuan penggunaan, adanya unsur 

ketidaksengajaan seperti bencana alam yang dapat 

menyebabkan kerugikan nasabah ataupun ketidakstabilan 

kondisi perekonomian sehingga terjadi inflasi yang tinggi 

(Ismail, 2010: 223) 

2.1.2.4. Dampak Pembiayaan Bermasalah 

 Menurut Ismail (2010:127) dalam buku manajemen 

perbankan dari teori menuju aplikasi menjelaskan bahwa 

dampak pembiayaan bermasalah terhadap BMT adalah 

penurunan keuntungan BMT, rasio aktiva produktif menjadi 

lebih rendah, biaya pencadangan penghapusan pembiayaan 

mengalami peningkatan, dan penurunan terhadap ROA dan 

ROE BMT.  
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2.1.2.5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah 

Dalam rangka meminimalisir terjadinya pembiayaan 

bermasalah yang tinggi maka langkah-langkah yang perlu 

diambil oleh lembaga keuangan syariah untuk menangani 

pembiayaan bermasalah agar modal yang telah disalurkan 

oleh bank dapat kembali lagi dan nasabah dapat membayar 

kembali kewajibannya dengan lancar. Menurut Usanti 

(2014), ada dua strategi dalam menangani pembiayaan 

bermasalah. Pertama, yaitu melanjutkan hubungan dengan 

nasabah. Strategi ini dilakukan oleh lembaga keuangan 

syariah apabila nasabah dinilai kooperatif dan masih 

memiliki prospek usaha serta melakukan langkah-langkah 

restrukturisasi (rescheduling, reconditioning, dan 

restructuring) dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. 

Dalam kondisi seperti ini maka pihak bank akan 

menghubungi nasabah dan memberitahukan perihal rencana 

akan dilakukan restrukturisasi (rescheduling) atas 

pembiayaannya. Pihak bank akan menghimpun data dan 

informasi lengkap atas nasabah yang pembiayaan 

bermasalah. Kemudian dilakukan analisa restrukturisasi 

(rescheduling) pembiayaan berdasarkan kesepakatan 

bersama. Strategi kedua dalam menangani pembiayaan 

bermasalah adalah dengan cara memutuskan hubungan 
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dengan nasabah jika nasabah dinilai tidak kooperatif dan 

tidak memiliki prospek usaha. Penyelesaian pembiayaan 

berdasarkan kondisi tersebut dilakukan melalui penyerahan 

agunan yang berupa eksekusi objek jaminan dan gugatan 

perdata.  

Tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah juga 

dikemukakan oleh Wahyuni dan Werastuti (2013) berupa 

restrukturisasi pembiayaan dalam rangka membantu nasabah 

untuk menyelesaikan kewajibannya melalui: 

1) Penjadwalan kembali (rescheduling) 

Penjadwalan kembali (rescheduling) adalah upaya 

penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan 

oleh bank syariah dengan cara mengubah jadwal 

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya 

(T. dan A. S. Usanti, 2013:109) 

2) Persyaratan kembali (reconditioning) 

Persyaratan kembali (reconditioning) merupakan 

upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang 

dilakukan oleh bank syariah dengan merubah sebagian 

atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah 

sisa pokok kewajiban yang harus dibayar nasabah 
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kepada bank, seperti jadwal pembayaran, jumlah 

angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar 

tidak memberatkan nasabah serta pemberian potongan 

sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus 

dibayarkan kepada bank (Sjahdeini, 2014:434) 

3) Penataan kembali (restructuring) 

Penataan kembali (restructuring) merupakan upaya 

penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan 

oleh bank syariah dengan cara mengubah persyaratan 

pembiayaan yang dapat dilakukan berupa: 

(Wangsawidjaja, 2012:449) 

a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS/UUS 

b. Konversi (perubahan) akad pembiayaan 

c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga 

syariah berjangka waktu menengah 

d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal 

sementara pada perusahaan nasabah yang dapat 

disertai dengan rescheduling atau reconditioning  

 Jika strategi di atas tidak berhasil, maka harus segera 

dilakukan langkah-langkah penyelesaian pembiayaan 

bermasalah yang dapat ditempuh melalui beberapa cara 

seperti novasi, kompensasi, dan likuidasi. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

42 

 

2.2. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

            

Gambar 2.1  

Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini diawali dengan BMT 

BUS cabang Lamongan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat 

berupa pembiayaan modal kerja. Namun pemberian pembiayaan modal 

kerja kepada masyarakat tentu saja tidak terlepas dari resiko pembiayaan 

bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Untuk mengatasi pembiayaan 

bermasalah akibat nasabah tidak sanggup membayar kewajibannya maka 

BMT harus melakukan upaya agar dana yang dikeluarkan dapat kembali 

lagi. Salah satu upaya penanganan pembiayaan yang diberikan oleh BMT 

pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan cara 

rescheduling (penjadwalan kembali). Rescheduling yang dilakukan oleh 

BMT yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pengembalian dan 

memperkecil jumlah angsuran pembiayaan modal kerja yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan adanya pembiayaan 

BMT BUS cabang 

Lamongan 

Pembiayaan Bermasalah 

Produk Pembiayaan 

Modal Kerja 

Rescheduling 

Jangka Waktu 

Pengembalian 

Jumlah Angsuran 

Pembiayaan 
Menurunkan 

Nasabah 

Pembiayaan 

Bermasalah 
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bermasalah yang di rescheduling menjadikan nasabah yang awalnya 

bermasalah dalam membayar kewajibannya kemudian setelah di lakukan 

rescheduling pada pembiayaan ini otomatis nasabah dapat membayar 

kembali kewajibannya. Harapannya dengan penerapan rescheduling pada 

pembiayaan bermasalah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah 

ditetapkan oleh BMT dan berpedoman pada peraturan yang berlaku 

sekaligus beorientasi kepada kemampuan nasabah maka akan memberikan 

dampak positif bagi pihak BMT maupun nasabah, salah satunya dapat 

menurunkan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah.  
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BAB III 

 METODE PENELITIAN  
 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada sebuah lembaga keuangan non bank syariah 

yang menggunakan konsep-konsep syariah dalam menjalankan usahanya 

yaitu KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Tepatnya di salah satu cabang 

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang terdapat di kabupaten Lamongan. 

Lokasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan adalah 

terletak di Groyok, Sukorejo, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan.  

3.2. Pendekatan Penelitian yang Digunakan 

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis 

data yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut pendapat Lexy J. Moleong 

(2015:4) dalam buku Mamik yang berjudul metodologi penelitian kualitatif, 

metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena yang dialami oleh peneliti 

dengan menggunakan berbagai metode alamiah dalam pengambilan data. 

Penelitian deskriptif adalah riset yang menggunakan metode untuk 

mendeskripsikan dan menafsirkan objek dengan apa adanya tanpa adanya 

rekayasa (Hermawan, 2019:36).  

Metode penelitian kualitatif deskripstif tepat untuk digunakan dalam 

penelitian ini dikarenakan penelitian ini memerlukan penjelasan berbentuk 
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deskriptif sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian. Metode 

kualitatif juga dipakai untuk memperoleh data yang mendalam dalam 

penelitian ini untuk diolah dan dihubungkan dengan teori yang ada, sehingga 

melalui data tersebut dapat bermunculan pernyataan baru (Sugiono, 2017:9). 

3.3. Data yang Dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini mencakup data mengenai nasabah 

pembiayaan modal kerja bermasalah beserta dokumen-dokumen BMT BUS 

terkait nasabah pembiayaan bermasalah tersebut, data mengenai gambaran 

umum KSPPS BMT BUS cabang Lamongan yang memuat sejarah singkat 

berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dan deskripsi tugas pengurus, 

dan produk-produk, data mengenai implementasi rescheduling yang 

dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan modal kerja bermasalah, serta 

data mengenai dampak bagi pihak BMT dan nasabah setelah implementasi 

rescheduling terhadap pembiayaan modal kerja bermasalah. 

3.4. Sumber data 

3.4.1. Sumber Primer 

Perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang atau subyek 

yang diteliti adalah sebagai sumber data yang utama. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa sumber data primer merupakan sumber data 

utama yang terdapat dalam sebuah penelitian (Moleong, 2016:157). 

Sumber primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara 

dengan informan yang menjadi sampel dalam penelitian. Sumber 
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primer pada penelitian ini dapat diperoleh dari pihak yang 

menangani pembiayaan bermasalah dan pihak yang berwewenang 

dalam menentukan kebijakan rescheduling pembiayaan modal kerja 

di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Lamongan yakni 

manajer cabang, account officer, serta nasabah yang mengalami 

pembiayaan modal kerja bermasalah yang mendapatkan kebijakan 

rescheduling dari pihak BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang 

Lamongan. 

3.4.2. Sumber Sekunder 

Data sekunder merupakan data tambahan atau biasa disebut 

data kedua dalam sebuah penelitian. Meskipun data sekunder 

merupakan sumber data kedua, tetapi posisi data sekunder dalam 

sebuah penelitian tidak dapat diabaikan. Sumber data sekunder 

disebut juga sumber data tertulis karena data diperoleh dari 

berbagai macam tulisan seperti buku, jurnal, dan karya tulis lainnya 

yang berhubungan dengan penelitian (Moleong, 2016:59).  

Data penunjang penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai 

literature seperti dokumen-dokumen Surat Edaran Bank Indonesia 

dan fatwa DSN-MUI terkait pelaksanaan rescheduling pada 

pembiayaan bermasalah, buku dan jurnal terkait pembiayaan 

bermasalah, website KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera 

(https://www.bmtbus.co.id/), dan referensi-referensi lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian. 

https://www.bmtbus.co.id/
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3.5. Subjek dan Objek Penelitian  

3.5.1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah seorang yang informan yang memberikan 

informasi serta data yang dibutuhkan dalam poses penelitian. Dalam 

penelitian ini yang bertindak sebagai informan atau subjek 

penelitian adalah manajer cabang, account officer, serta nasabah 

yang mengalami pembiayaan modal kerja bermasalah dan 

mendapatkan kebijakan rescheduling dari pihak BMT Bina Ummat 

Sejahtera Cabang Lamongan. 

3.5.2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan rescheduling sebagai 

upaya penanganan pembiayaan modal kerja terhadap nasabah 

pembiayaan bermasalah di BMT BUS cabang  Lamongan. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1. Wawancara 

Wawanacara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 

pewawancara dan informan untuk mendapatkan informasi dan data 

yang berhubungan dengan objek penelitian (Moleong, 2016:186). 

Proses wawancara dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan 

langsung beberapa daftar pertanyaan kepada pihak-pihak terkait yang 

berwenang dalam menentukan kebijakan rescheduling pembiayaan 

modal kerja bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang 

Lamongan yakni manajer cabang, account officer, serta nasabah yang 
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mengalami pembiayaan modal kerja bermasalah yang mendapatkan 

kebijakan rescheduling dari pihak BMT BUS Cabang Lamongan. 

3.6.2. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti dengan langsung terjun ke lokasi penelitian. Dalam teknik 

pengumpulan data jenis ini peneliti akan meneliti secara langsung 

kondisi lapangan dengan melihat dan mengamati hal-hal yang terjadi 

di lapangan (Sugiono, 2013:145). Observasi yang dilakukan dalam 

peneliti ini adalah dengan datang langsung ke lapangan untuk 

mengamati secara teknis bagaimana implementasi rescheduling 

dalam mengatasi pembiayaan modal kerja bermasalah. 

3.6.3. Dokumentasi 

Dokumentasi biasanya berupa gambar atau tulisan yang berhubungan 

dengan tema penelitian (Agung, 2012:66). Dalam proses penelitian 

ini, peneliti membutuhkan dokumentasi yang berhubungan dengan 

prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan 

rescheduling.  

3.7. Teknik Pengolahan Data 

Pada penelitian ini digunakan metode pengolahan data sebagai berikut: 

3.7.1. Editing   

Editing adalah sebuah proses dimana peneliti akan mengoreksi dan 

memeriksa kembali seluruh data yang diperoleh dari lokasi penelitian. 
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Data yang diperoleh akan diteliti kembali untuk mengetahui 

kelengkapan dan kelayakannya sehingga data yang telah 

dikumpulkan termasuk data yang dapat dipercaya (reliabel) dan siap 

di proses ke tahap selanjutnya yaitu analisis data (Agung, 2012:68). 

Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang dianalisis 

berdasarkan rumusan masalah. 

3.7.2. Organizing 

Organizing adalah pengelompokkan data yang dilakukan oleh peneliti 

untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk 

memudahkan peneliti dalam menganalisis data. 

3.7.3. Analizing 

Analizing adalah proses menganalisis data yang diperoleh dari 

penelitian untuk kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis 

data tersebut yang digunakan sebagai jawaban dari rumusan masalah 

penelitian.  

3.8. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah 

dilakukan sehingga diperoleh hasil penelitian yang akurat. Dari hasil analisis 

tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain (Sugiono, 2013:244). Proses analisis data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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3.8.1. Reduksi Data 

Proses reduksi data dimulai dengan merangkum data-data yang sudah 

diperoleh peneliti di lapangan. Dengan merangkum data yang 

diperoleh di lapangan maka data penelitian akan menjadi lebih rinci 

dan jelas. Selain merangkum data, proses reduksi juga memilih data-

data yang dianggap penting dan pokok dalam penelitian sehingga 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan dapat dipahami dengan mudah data yang diperoleh (Wijaya, 

2018:57).  

3.8.2. Penyajian Data 

Proses penyajian data dapat dilakukan jika data telah direduksi. 

Dalam hal ini penyajian data akan disajikan sesuai jenisnya sehingga 

data dapat tertata dengan rapi dan mudah untuk dipahami. Penyajian 

data dalam penelitian kualitatif ini disajikan dalam bentuk uraian 

singkat atau bisa disertai bagan, kemudian menjelaskan hubungan 

antar kategori (kelompok), dan lain sebagainnya. (Sugiono, 

2017:249). 

3.8.3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Kesimpulan atau verifikasi data merupakan tahap terakhir dalam 

melakukan analisis data kualitatif. Kesimpulan dapat terbentuk jika 

dibantu oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat mengenai data 

penelitian yang ditemukan selama proses penelitian di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif biasanya berupa temuan baru 
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yang sebelumnya belum pernah ditemukan oleh orang lain. Temuan 

pada kesimpulan ini memuat tentang gambaran dari penelitian yang 

sebelumnya masih bersifat sementara dan akan berubah. Akan tetapi 

setelah diteliti dan dibuktikan dengan fakta-fakta yang ditemukan 

selama proses penelitian maka gambaran suatu objek penelitian 

menjadi jelas (Wijaya, 2018:59).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1. Gambaran Umum KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) 

4.1.1. Sejarah Berdirinya BMT Bina Ummat Sejahtera 

BMT BUS singkatan dari Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat 

Sejahtera berdiri pada tanggal 10 November 1996, dibawah 

kepengurusan H. Abdul Yazid dengan modal awal berdiri sebesar Rp. 

2.000.000. BMT BUS didirikan atas dasar keprihatinan dengan 

kondisi masyarakat yang terjerumus oleh praktik rentenir. Selain itu 

tujuan didirikan BMT BUS untuk menjembatani antara pemilik dana 

dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk 

permodalan maupun pemenuhan kebutuhan lain. Tahun 1996 ICMI 

(Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Orsat Rembang berusaha 

menggerakan organisasi untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan 

alternatif berupa usaha simpan pinjam yang dimotori gerakan 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). 

Karena perkembangan lembaga ini mendapat tanggapan yang baik 

dari masyarakat mengakibatkan mengalami perubahan menjadi 

Koperasi Serba Usaha (KSU) pada tahun 1998, dan mengalami 

perubahan kembali  menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah 

(KSPS) BMT Bina Ummat Sejahtera pada tahun 2002. Pada tahun 

2006 Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Bina Ummat 

Sejahtera mengalami perubahan menjadi Koperasi Jasa Keuangan 
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Syariah (KJKS). Dan pada tanggal 26 Maret 2014 berubah menjadi 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT 

Bina Ummat Sejahtera. Semakin berkembangnya dan majunya BMT 

Bina Ummat sejahtera ini dapat dilihat semakin banyaknya cabang 

BMT Bina Ummat Sejahtera di seluruh Indonesia. BMT Bina Ummat 

sejahtera pada saat ini mempunyai 118 cabang di seluruh Indonesia 

dengan kantor pusat yang berada di Jl. Untung Suropati No. 16 

Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah 

(https://www.bmtbus.co.id/profil-bmt-bus/). 

Namun disini penulis mengambil objek penelitian di kantor 

cabang, yaitu BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Lamongan yang 

beralamat di Groyok, Sukorejo, Kec. Lamongan, Kabupaten 

Lamongan. Berdasarkan hasil wawancara dengan manager cabang 

yakni pak Safi’i,  BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan ini 

resmi beroperasi sejak Februari 2012. Dibukanya kantor cabang 

Lamongan sebagai lembaga yang berbasis keumatan, dengan tujuan 

dapat memberikan solusi permodalan bagi pengusaha-pengusaha kecil 

menengah, seperti pedagang, petani, nelayan, pegawai, dan lain-lain 

yang ada di kabupaten Lamongan dan juga penyimpanan terhadap 

asset keuangan yang cukup tinggi.  

 

 

 

https://www.bmtbus.co.id/profil-bmt-bus/
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4.1.2. Visi dan Misi BMT Bina Ummat Sejahtera 

4.1.2.1. Visi   

Menjadi lembaga keuangan syariah terdepan dalam 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan ummat 

4.1.2.2. Misi :  

1) Memperkuat struktur modal dari para pendiri, anggota, 

pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi 

lembaga keuangan syari'ah bukan bank yang sehat dan 

tangguh 

2) Meningkatkan kualitas tata kelola lembaga dan 

dukungan SDM yang kompeten dan berintegritas 

berdasarkan prinsip syariah dengan teknologi terkini 

3) Mewujudkan kondisi terbaik bagi lembaga dan pengelola 

sebagai media peningkatan kualitas amal sholeh dan 

prestasi 

4) Memperkuat pelatihan dan pendampingan guna 

mengembangkan usaha anggota, sehingga menjadi 

ummat yang mandiri 

5) Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta’awun 

dari golongan aghniya, untuk disalurkan ke pembiayaan 

ekonomi mikro dan kecil serta mewujudkan akuntabilitas 

manajemen zakat, infaq, shodakoh dan wakaf  (ZISWA), 

sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi 
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6) Menjalin kemitraan yang sinergi dengan lembaga syari'ah 

lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang 

penuh kesetaraan dan keadilan 

7) Mewujudkan lembaga yang mampu membebaskan, 

memberdayakan dan membangun keadilan ekonomi 

ummat, untuk menghantarkan ummat Islam sebagai 

Khoera Ummat 

(https://www.bmtbus.co.id/profil/visi-misi/). 

4.1.3. Struktur Organisasi dan Tugas Pegawai BMT Bina Ummat Sejahtera  

4.1.3.1. Struktur Organisasi BMT Pusat 

1) Dewan Pengawas Management 

Ketua  : H. Aris Munandar 

Anggota : H. Jumanto PS 

Anggota : Imam Prayoga 

2) Dewan Pengawas Syariah 

Ketua  : H. Rokhmad 

Anggota : H. Mahmudi 

Anggota : H. Mubarizien Z. 

4.1.3.2. Pegurus 

1) Ketua  : H. Abdullah Yazid 

2) Sekretaris : H. Moh Anshori 

3) Bendahara : Drs. H. Ahmad Zuhri 

 

https://www.bmtbus.co.id/profil/visi-misi/
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Gambar 4.1  

Struktur Organisasi BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Lamongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Wawancara Manager Cabang KSPPS BMT BUS cabang Lamongan 

 

Tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut: 

1) Manager Cabang  

Bertugas untuk menerima berkas laporan teller, memeriksa dan 

memberikan tandatangan jika sudah benar, bertanggungjawab 

terhadap pembuatan laporan keuangan dan kinerja para 

bawahannya. 

2) Marketing 

Memberikan pengarahan atau solusi kepada FO dan AO apabila 

mengalami kesulitan atau kesalahan, mempromosikan dan 

Manager Cabang 

Safi’i 

 

Teller 

Eka Yuni Ardiati 

 

Marketing 

 

Administrasi 

Durrotun Nafisah 

 

Funding Officer 

1. Ely Masruroh 

2. Dwi Yuniasari 

 

Account Officer 

1. Ferry Rahmat Abidin 

2.  Doni Satriawan 

3. Dimas Bagus 

Ardianto 
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menawarkan produk - produk pembiayaan BMT Bina Ummat 

Islam, baik di BMT nya maupun terjun langsung ke lapangan, 

ikut serta bertanggungjawab atas pekerjaan FO dan AO. 

3) Funding Officer  

Bertugas untuk menerapkan strategi dan pola-pola tertentu 

dalam rangka menghimpun dana masyarakat, memastikan target 

funding tercapai sesuai rencana, membuka hubungan dengan 

pihak atau lembaga luar dalam rangka menghimpun dana, serta 

tersosialisasinya produk-produk funding di BMT BUS kepada 

masyarakat dan pihak luar lainnya. 

4) Account Officer  

Bertugas untuk melayani calon anggota atau anggota yang ingin 

mengajukan pembiayaan, melakukan analisis pembiayaan calon 

anggota atau anggota atas layak atau tidaknya diberikan 

pembiayaan itu serta memberikan rekomendasi kepada calon 

anggota atau anggota sesuai dengan hasil analisa yang telah 

dilakukan untuk pembiayaan yang ingin di ajukan. 

5) Teller  

Memberikan pelayanan kepada anggota dalam transaksi yang 

tunai seperti penyetoran simpanan, penarikan simpanan, 

angsuran pembiayaan, pembayaran dan lain-lain. Memasukkan 

data ke arsip atau computer dan membuat laporan keuangan kas 

harian.  
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6) Administrasi 

Mengelola administrasi pembiayaan anggota mulai dari 

pencairan hingga pelunasan dan membuat surat-surat perjanjian 

lainnya.  

 

4.1.4. Produk-Produk BMT Bina Ummat Sejahtera 

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memiliki beberapa produk 

yang berkarakteristik dalam operasionalnya, seperti produk simpanan, 

produk pembiayaan, layanan transaksi elektronik, dan baitul maal 

BMT BUS. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Safi’i sebagai 

manager cabang, produk simpanan yang terdapat di BMT ini adalah 

simpanan sukarela lancar (si rela), simpanan sukarela berjangka (si 

suka), simpanan siswa pendidikan (si sidik), simpanan haji dan 

umroh, dan simpanan hafit (si hafit). BMT juga menyediakan produk 

pembiayaan selain produk simpanan seperti pembiayaan modal usaha, 

pembiayaan pengadaan barang (jual beli barang), pembiayaan 

kebajikan, dan pembiayaan investasi. 

 BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan juga 

menyediakan layanan transaksi elektronik yang dapat dimanfaatkan 

oleh para angota seperti transfer dan terima uang antar bank, 

pembayaran jasa telekomunikasi, dan lain sebagainya serta layanan 

baitul maal BMT BUS yang digunakan untuk menghimpun dan 
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mengelola dana kebajikan dalam bentuk zakat, infaq, shodaqoh, dan 

wakaf (ZISWAF) seta dana sosial lainnya.  

4.2. Implementasi Rescheduling pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah di 

KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) cabang Lamongan 

  

BMT Bina Ummat Sejahtera mempunyai beberapa produk pembiayaan 

yaitu pembiayaan modal usaha, pembiayaan pengadaan barang (jual beli 

barang), pembiayaan kebajikan, dan pembiayaan investasi. Produk 

pembiayaan modal kerja merupakan produk yang paling banyak diminati 

oleh anggota. Dalam menyalurkan pembiayaan, tidak menutup kemungkinan 

terjadinya permasalahan dalam pembiayaan. Pembiayaan bermasalah 

merupakan suatu kondisi dimana anggota tidak sanggup membayar seluruh 

atau sebagian kewajibannya kepada BMT setelah jatuh tempo. Pembiayaan 

bermasalah yang ada di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan 

disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari BMT itu sendiri maupun dari 

anggota.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Doni Satriawan sebagai 

karyawan bagian account office, faktor yang menyebabkan terjadinya 

pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan 

dijelaskan sebagai berikut: 

Faktor yang menyebabkan anggota bermasalah itu banyak biasanya mbak 

misalnya dari segi angsurannya yang kurang sesuai, dari pendapatannya 

juga bisa, dari faktor usahanya juga bisa. Sedangkan untuk faktor 
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pembiayaan bermasalah dari segi BMT nya sendiri biasanya ada opnum 

yang tidak bertanggung jawab atas ketertiban menjalankan SOP, mbak. 

 

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh pak Safi’i bagian manager 

cabang sebagai berikut: 

Faktor pembiayaan bermasalah yang pertama tentunya dari faktor internal 

BMT itu sendiri, seperti kurang mampunya pegawai BMT dalam 

menganalisis atau meprediksi terkait usaha yang dimiliki anggota, 

kesalahan BMT dalam memberikan fasilitas pembiayaan maksudnya kita 

sudah memberikan pembiayaan kepada anggota, yang pada awal akad 

digunakan untuk usaha dagang ternyata malah untuk beli sepeda motor, 

kan tidak sesuai dengan akad awal, dan kelemahan pembinaan anggota 

pembiayaan. Sedangkan kelemahan dari sisi internal anggota dapat 

disebabkan oleh masalah operasional usaha seperti penurunan pendapatan 

usaha serta masalah rumah tangga yang berakibat tidak bisa membayar 

kewajibannya kepada kami. Selanjutnya faktor eksternal BMT dan 

anggota itu faktor diluar dia ya mbak, contohnya seperti anggota terkena 

musibah seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, adanya pandemi covid-

19, atau faktor alam lainnya yang akan mempengaruhi perekonomian 

anggota yang berakibat kewajiban anggota tidak diangsur dengan baik. 

 

Pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang 

Lamongan apabila tidak secepatnya dilakukan tindakan maka akan 

menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan bagi BMT. Hasil 

wawancara mengenai dampak pembiayaan bermasalah disampaikan oleh pak 

Safi’i sebagai manager cabang di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang 

Lamongan sebagai berikut: 

Setiap penyaluran dana pasti memiliki resiko mbak, salah satunya adalah 

pembiayaan bermasalah. Dengan adanya pembiayaan bermasalah ini pasti 

akan menurunkan persediaan kas BMT mbak. Karena setiap akhir bulan 

seharusnya masuk sekian juta ke kas BMT tetapi adanya pembiayaan 

bermasalah jadi tidak bisa sepenuhnya masuk. Selain itu dampak 

pembiayaan bermasalah lainnya seperti laba perusahaan akan menurun, 

karena margin yang kami dapat rata-rata misalnya 10.000.000 ya mbak 
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tetapi dengan adanya pembiayaan bermasalah ini margin yang kami dapat 

tidak sebesar itu yang akan mempengaruhi kegiatan operasional kami 

mbak. 

 

Hal yang sama mengenai dampak pembiayaan bermasalah bagi pihak 

BMT juga disampaikan oleh pak Doni Satriawan sebagai karyawan bagian 

account office yaitu: 

Bagi BMT dengan adanya pembiayaan bermasalah pasti akan memiliki 

dampak negatif yang akan mempengaruhi persediaan kas di dalam BMT 

dan adanya penurunan laba yang kami dapat mbak. Jadi kami akan 

melakukan upaya agar pembiayaan bermasalah di BMT dapat ditekan.    

 

Apabila terjadi pembiayaan modal kerja bermasalah, BMT akan berupaya 

menyelesaikan masalah tersebut dengan berbagai tindakan, salah satunya 

yaitu menggunakan prinsip rescheduling (penjadwalan kembali). 

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan pak Ferry 

Rahmat Abidin sebagai karyawan account office BMT Bina Ummat 

Sejahtera cabang Lamongan, beliau mengatakan bahwa: 

Ketika pembiayaan mulai bermasalah, kami tidak langsung melakukan 

rescheduling, mbak. Kami selalu menawarkan terlebih dahulu kepada 

anggota, tapi sebelumnya itu banyak sekali tindakan yang kami lakukan 

untuk menghadapi pembiayaan modal kerja bermasalah tersebut, seperti 

melakukan peringatan melalui telepon, pendekatan anggota dengan cara 

datang langsung ke rumah atau usaha anggota terus diajak ngobrol jadi 

kami tau masalah yang dialami oleh anggota sampai gak bisa bayar, 

memberikan surat peringatan (SP) I, II, dan III. Selanjutnya kami 

manawarkan untuk melakukan rescheduling pembiayaan atau melakukan 

eksekusi jaminan. Tapi rata-rata anggota bermasalah kami kebanyakan 

lebih memilih melakukan rescheduling dibandingkan pelelangan 

jaminannya. 
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Pak Doni Satriawan sebagai karyawan bagian account office di BMT 

Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan juga memberikan penjelasan yang 

sama mengenai upaya penanganan pembiayaan bermasalah di BMT sebagai 

berikut: 

Pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang 

Lamongan kebanyakan diselesaikan dengan cara rescheduling, 
rescheduling kami lakukan untuk membantu anggota agar dapat 

memenuhi kewajibannya kepada kami tanpa harus menjual asset atau 

kami tidak perlu melakukan pelelangan jaminannya. Kami sebelum 

melakukan rescheduling menanyakan terlebih dahulu kepada anggota 

penyebab terjadinya tunggakan, apakah anggota merasa keberatan dengan 

angsurannya atau adanya faktor lain yang menyebabkan tidak bisa 

membayar angsurannya. Sebelumnya juga anggota disuruh milih, apakah 

anggota membayar sisa kewajibannya yang mengalami tunggakan selama 

3 bulan atau lebih, dilakukan rescheduling, atau eksekusi jaminan, tetapi 

kebanyakan anggota kami yang bermasalah lebih memilih untuk 

dilakukan rescheduling dibandingkan dengan pelelangan jaminan. Pihak 

kami pun dalam menghadapi pembiayaan modal kerja bermasalah lebih 

mengutamakan jalur kekeluargaan dan melihat kemampuan nasabah 

terlebih dahulu, mbak. 

 

BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan dalam melakukan 

rescheduling dilihat dari kolektibilitas pembiayaan yang menggambarkan 

kualitas dari pembiayaan tersebut. Kualitas pembiayaan anggota di BMT 

Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan diklasifikasi menjadi 4 

kolektibilitas yaitu 
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Tabel 4.2 

Kolektibilitas Pembiayaan 

Kategori 

2019 2020 

Jumlah 

Anggota 
Presentase Total 

Jumlah 

Anggota 
Presentase Total 

Lancar 79 96% 2.367.217.154 59 96,5% 1.771.500.036 

Kurang 

Lancar 

3 0,5% 12.329.256 2 0,5% 9.226.563 

Diragukan 12 1,4% 34.521.917 5 1% 25.834.376 

Macet 18 2,1% 51.782.875 15 2% 38.751.563 
 

Sumber: Wawancara Manager Cabang BMT BUS cabang Lamongan 

 

Tetapi untuk kolektibilitas pembiayaan anggota yang akan dilakukan 

rescheduling melalui hasil wawancara dengan pihak account office di BMT 

Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan sebagai berikut: 

Kolektibilitas yang akan dilakukan rescheduling sesuai dengan ketentuan 

yang ada mbak. Kita akan memberikan rescheduling apabila anggota 

mengalami tunggakan angsuran lebih dari 90 hari atau berada di 

kolektibilitas diragukan dan macet.  

 

Hal yang sama mengenai kolektibilitas yang diberikan kepada anggota 

juga disampaikan oleh pak Ferry Rahmat Abidin sebagai karyawan account 

office di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan yaitu: 

BMT BUS akan memberikan rescheduling pembiayaan jika anggota 

mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 3 bulan atau lebih 

yang masuk kategori diragukan dan macet.  

 

Penerapan rescheduling di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang 

Lamongan dijelaskan oleh karyawan bagian account office dalam hasil 

wawancara sebagai berikut: 
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1) Anggota mengajukan pembiayan kepada BMT Bina Ummat Sejahtera 

cabang Lamongan. Dalam perjalanan pembiayaan anggota tidak bisa 

membayar angsurannya dikarenakan anggota mengalami bencana alam, 

pemutusan hubungan kerja (PHK), dan ada pula yang mengalami 

penurunan profit dalam usahanya sehingga berdampak pada keuangan 

anggota yang mengakibatkan anggota tidak bisa membayar 

kewajibannya kepada pihak BMT.  

2) Anggota mengajukan permohonan rescheduling pembiayaan yang berisi 

sebab anggota mengajukan rescheduling yang disertai dengan bukti-

bukti lain yang mendukung bahwa keadaan anggota saat itu adalah 

sebenarnya. Anggota pembiayaan bermasalah juga harus melengkapi 

dokumen dan persyaratan rescheduling. 

3) Selanjutnya pihak account office atau pegawai BMT lainnya melakukan 

verifikasi berkas dan analisis kembali atas pembiayaan tersebut bahwa 

faktor tersebut yang menyebabkan anggota merasa kesulitan membayar 

kewajibannya di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan. 

Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan kriteria anggota pembiayaan 

bermasalah memenuhi persyaratan serta hasil survey di lapangan sesuai 

maka pihak BMT memutuskan bahwa anggota pembiayaan modal kerja 

layak untuk di-rescheduling pembiayaannya dan anggota wajib 

memenuhi ketentuan rescheduling yang berlaku di BMT Bina Ummat 

Sejahtera cabang Lamongan. 
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4) Pelaksanaan rescheduling pada anggota pembiayaan modal kerja 

dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang 

diberikan kepada anggota pembiayaan bermasalah. Rata-rata anggota 

pembiayaan bemasalah mengajukan perpanjangan 2 sampai 3 tahun 

sehingga memiliki waktu yang lama untuk mengembalikan angsurannya. 

Dan perpanjangan waktu rescheduling di BMT BUS maksimal adalah 3 

tahun.  

5) Selain itu pelaksanaan rescheduling dilakukan dengan mengubah jumlah 

angsurannya. Perubahan jumlah angsurannya dilakukan dengan cara 

total angsuran yang belum dibayar oleh anggota, lalu dibagi dengan 

jangka waktu sesuai dengan kemampuan anggota tanpa mengubah sisa 

kewajiban anggota. Dalam mengembalikan angsuran pembiayaan, 

anggota dikenakan biaya administrasi sebesar 1,9% dari pembiayaan 

yang di-rescheduling yang harus dibayarkan sebelum dilakukan 

rescheduling (dibayarkan di depan). Untuk akadnya BMT tetap 

menggunakan akad awal pembiayaan. Dimana perubahan jangka waktu 

pembiayaan dan angsuran anggota tidak akan merugikan pihak BMT 

karena mekanisme ini dilakukan dengan negosiasi rescheduling antara 

pihak BMT dengan anggota atas kesanggupan anggota dalam 

mengembalikan pokok pembiayaan.  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, keputusan pihak BMT untuk 

melakukan rescheduling ini tidak serta merta dilakukan melainkan ada 

pendekatan telebih dahulu (musyawarah) dengan anggota pembiayaan 
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bermasalah. Dan setiap tahap yang dilakukan dalam proses rescheduling 

diawasi dan didampingi oleh pihak account office. Pengawasan dan 

pendampingan dalam proses rescheduling dilakukan untuk mengantisipasi 

agar pembiayaan yang di rescheduling tidak menjadi bermasalah kembali 

atau menunggak kembali. 

Penjelasan dari karyawan tersebut kemudian ditegaskan dengan SOP 

terkait restrukturisasi (rescheduling) pembiayaan di BMT Bina Ummat 

Sejahtera sebagai berikut: 

1) Pembiayaan dengan akad murabahah boleh melakukan restrukturisasi 

(rescheduling) berupa akad ulang pembiayaan jika sudah jatuh tempo dan 

anggota benar-benar mengalami penurunan usaha atau kemampuan 

angsuran 

2) Akad ulang pada pembiayan dengan akad murabahah berlaku hanya 2 

kali saja, setelah itu harus dilakukan pelunasan atau penjualan atas 

barang tersebut untuk pelunasan 

3) Dalam proses akad ulang pada pembiayaan dengan akad murabahah 

maka pihak shahibul maal dan mudharib melakukan taksasi ulang atas 

nilai barang yang sudah dibeli pada pembiayaan sebelumnya untuk 

mengetahui nilai barang tersebut pada saat ini 

4) Akad ulang pada pembiayaan dengan akad murabahah sesuai saldo 

pembiayaan terakhir untuk margin disepakati kedua belah pihak dengan 

prinsip tidak ada pihak yang dirugikan. Jangka waktu restrukturisasi 
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(rescheduling) pembiayaan dengan akad murabahah adalah 36 bulan (3 

tahun) 

Salah satu contoh kasus pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Bina 

Ummat Sejahtera cabang Lamongan adalah: 

Anggota A seorang pedagang warung nasi yang berjualan di depan rumah 

mengajukan pembiayaan di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan, 

dengan perincian sebagai berikut: 

Pengajuan    = Rp. 12.000.000 

Jangka Waktu   = 12 bulan (1 tahun) 

Margin  yang disepakati = 2% per bulan selama 12 bulan atau 24% 

    = (Pengajuan x % margin) 

    = 12.000.000 x 2% 

= Rp. 240.000 per bulan selama 12 bulan 

atau  

          Rp. 2.880.000 

Harga Jual dari BMT BUS = Rp. 12.000.000 + Rp. 2.880.000 

     = Rp. 14.880.000 

Angsuran per bulan  = 
             

        
 = Rp. 1.240.000 
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     Tabel 4.3 

Jadwal angsuran Anggota A Sebelum Dilakukan Rescheduling 

No. 
Tanggal 

Bayar 
Pokok Margin 

Tatal 

Angsuran 

Baki Debet 

Pokok Margin Total 

12.000.000 2.880.000 14.880.000 

1 10 Nov 2019 1.000.000 240.000 1.240.000 11.000.000 2.640.000 13.640.000 

2 10 Des 2019 1.000.000 240.000 1.240.000 10.000.000 2.400.000 12.400.000 

3 10 Jan 2020 1.000.000 240.000 1.240.000 9.000.000 2.160.000 11.160.000 

4 10 Feb 2020 1.000.000 240.000 1.240.000 8.000.000 1.920.000 9.920.000 

5 10 Mar 2020 1.000.000 240.000 1.240.000 7.000.000 1.680.000 8.680.000 

6 10 Apr 2020 1.000.000 240.000 1.240.000 6.000.000 1.440.000 7.440.000 

7 10 Mei 2020 1.000.000 240.000 1.240.000 5.000.000 1.200.000 6.200.000 

8 10 Juni 2020 1.000.000 240.000 1.240.000 4.000.000 960.000 4.960.000 

9 10 Juli 2020 1.000.000 240.000 1.240.000 3.000.000 720.000 3.720.000 

10 10 Ags 2020 1.000.000 240.000 1.240.000 2.000.000 480.000 2.480.000 

11 10 Sep 2020 1.000.000 240.000 1.240.000 1.000.000 240.000 1.240.000 

12 10 Okt 2020 1.000.000 240.000 1.240.000 0 0 0 
 

Namun pada bulan April 2020 s/d Juli 2020 anggota A mengalami 

penurunan usaha. Sehingga anggota A tidak bisa membayar angsurannya 

selama 3 bulan berturut-turut. Setelah pihak BMT BUS cabang Lamongan 

bersilaturahmi ke anggota tersebut, maka diketahui penyebab tertunggaknya 

angsuran karena adanya penurunan usaha akibat adanya pandemi covid-19, 

pihak BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan menyarankan anggota 

untuk mengajukan restrukturisasi melalui rescheduling pembiayaan. Pada 

bulan Agustus 2020 anggota A mengajukan permohonan rescheduling yang 

berisi sebab anggota mengajukan rescheduling yang disertai dengan bukti-

bukti lain yang mendukung keadaan anggota saat itu adalah sebenarnya 

kepada BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan. Kemudian, BMT 

akan mempertimbangkan dan akan melakukan survey ke tempat usaha 
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anggota A untuk mengecek kebenarannya. Selanjutnya BMT Bina Ummat 

Sejahtera memutuskan memberikan kebijakan rescheduling maka antara 

BMT dan anggota A akan melakukan negosiasi dimana akan disepakati 

jumlah angsuran dan waktu angsurannya yang tidak memberatkan kedua 

belah pihak. 

Diketahui sisa angsuran yang belum terbayar anggota A sebesar Rp. 

7.440.000 dengan rincian Rp. 6.000.000 total sisa angsuran pokok dan Rp 

1.440.000 total sisa angsuran margin. Dalam kebijakan rescheduling 

pembiayaan ini, pihak BMT memberikan waktu perpanjangan untuk anggota 

A dalam membayar sisa kewajibannya yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak yaitu selama 24 bulan (2 tahun) dimulai dari 10 September 2020 

hingga 10 Agustus 2022, dan sisa angsuran yang belum terbayar sebesar Rp. 

7.440.000 sehingga perhitungannya sebagai berikut: 

Sisa Angsuran Pokok  = Rp. 6.000.000 

Sisa Angsuran Margin = Rp. 1.440.000 

Total Sisa Angsuran  = Rp. 7.440.000 

Angsuran per bulan  = 
            

        
 

    = Rp. 310.000 
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Tabel 4.4 

Jadwal Angsuran Anggota A Setelah Dilakukan Rescheduling 

No. 
Tanggal 

Bayar 
Pokok Margin 

Tatal 

Angsuran 

Baki Debet 

Pokok Margin Total 

6.000.000 1.440.000 7.440.000 

1 10 Sep 2020 250.000 60.000 310.000 5.750.000 1.380.000 7.130.000 

2 10 Okt 2020 250.000 60.000 310.000 5.500.000 1.320.000 6.820.000 

3 10 Nov 2020 250.000 60.000 310.000 5.250.000 1.260.000 6.510.000 

4 10 Des 2020 250.000 60.000 310.000 5.000.000 1.200.000 6.200.000 

5 10 Jan 2021 250.000 60.000 310.000 4.750.000 1.140.000 5.890.000 

6 10 Feb 2021 250.000 60.000 310.000 4.500.000 1.080.000 5.580.000 

7 10 Mar 2021 250.000 60.000 310.000 4.250.000 1.020.000 5.270.000 

8 10 Apr 2021 250.000 60.000 310.000 4.000.000 960.000 4.960.000 

9 10 Mei 2021 250.000 60.000 310.000 3.750.000 900.000 4.650.000 

10 10 Juni 2021 250.000 60.000 310.000 3.500.000 840.000 4.340.000 

11 10 Juli 2021 250.000 60.000 310.000 3.250.000 780.000 4.030.000 

12 10 Agust 2021 250.000 60.000 310.000 3.000.000 720.000 3.720.000 

13 10 Sep 2021 250.000 60.000 310.000 2.750.000 660.000 3.410.000 

14 10 Okt 2021 250.000 60.000 310.000 2.500.000 600.000 3.100.000 

15 10 Nov 2021 250.000 60.000 310.000 2.250.000 540.000 2.790.000 

16 10 Des 2021 250.000 60.000 310.000 2.000.000 480.000 2.480.000 

17 10 Jan 2022 250.000 60.000 310.000 1.750.000 420.000 2.170.000 

18 10 Feb 2022 250.000 60.000 310.000 1.500.000 360.000 1.860.000 

19 10 Mar 2022 250.000 60.000 310.000 1.250.000 300.000 1.550.000 

20 10 Apr 2022 250.000 60.000 310.000 1.000.000 240.000 1.240.000 

21 10 Mei 2022 250.000 60.000 310.000 750.000 180.000 930.000 

22 10 Juni 2022 250.000 60.000 310.000 500.000 120.000 620.000 

23 10 Juli 2022 250.000 60.000 310.000 250.000 60.000 310.000 

24 10 Agust 2022  250.000 60.000 310.000 0 0 0 
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 Pada anggota A dilakukan proses rescheduling dengan mengubah 

angsuran anggota pada bulan September 2020 hingga 2 tahun ke depan. 

Angsuran anggota diperkecil dan diperpanjang jangka waktunya sehingga 

angsuran menjadi lebih ringan daripada sebelumnya. Penjadwalan ulang 

(rescheduling) pembiayaan dilakukan atas permohonan secara bertulis dari 

anggota pembiayaan bermasalah itu sendiri. Kebijakan rescheduling 

ditetapkan dengan melihat kondisi anggota dan anggota telah sepakat untuk 

membayar kewajibannya sebesar sekian sampai berakhirnya rescheduling 

pembiayaan. Rescheduling dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera 

cabang Lamongan untuk membantu anggota pembiayaan bermasalah dalam 

mengatasi kesulitan yang dihadapi. Sehingga anggota memiliki kemampuan 

aktivitas bisnisnya kembali seperti semula termasuk memulihkan 

kemampuan memenuhi kewajibannya kepada BMT. Namun jika anggota A 

bisa melunasi sebelum jatuh tempo maka pihak BMT Bina Ummat Sejahtera 

akan memberikan diskon atau pengurangan margin yang harus dibayar oleh 

anggota. Semisal pada angsuran ke-15 anggota A yang di rescheduling akan 

melunasi kewajibannya maka anggota cuma membayar sisa pokok berjalan + 

margin yang akan datang 2x pada angsuran ke-16 dan ke-17. Jadi sisa pokok 

yang dibayar sebesar Rp. 2.250.000 (10 kali sisa pokok) + 120.000. Maka 

total angsuran yang harus dibayar oleh anggota A sebesar Rp. 2.370.000.    

Diberlakukannya rescheduling pembiayaan adalah sebagai upaya yang 

dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan dalam 

menyelamatkan pembiayaan bermasalah, rescheduling pembiayaan ini 
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tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan diterapkan 

rescheduling di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan dijelaskan 

dalam hasil wawancara dengan karyawan bagian account office, yaitu: 

Tujuan dilakukan rescheduling di BMT BUS cabang Lamongan agar 

dapat meringankan beban anggota mbak sehingga anggota dapat 

membayar kembali kewajibannya kepada kami, selanjutnya tujuan kami 

lakukan rescheduling agar kegiatan usaha anggota dapat berjalan kembali 

seperti biasa dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu kami 

melakukan rescheduling agar anggota tidak ada masalah di BI checking 

yang akan menyulitkan anggota ketika nanti akan mengajukan 

pembiayaan lagi dan riwayat angsurannya masih baik. 

 

Penerapan rescheduling pembiayaan di lembaga keuangan syariah 

dilakukan dengan memberikan keringanan jumlah angsuran disertai dengan 

perpanjangan jadwal pembayarannya sesuai dengan kebijakan yang diambil 

dan kesepakatan yang diperoleh antara pihak lembaga dan anggota. 

Pembiayaan bermasalah yang akan di rescheduling harus memenuhi kriteria. 

Kriteria anggota yang mendapatkan kebijakan rescheduling dijelaskan dalam 

hasil wawancara dengan pihak account office BMT Bina Ummat Sejahtera 

cabang Lamongan yaitu: 

Kalau untuk kriteria anggota yang ingin di-rescheduling dilihat dari 

usahanya masih berpotensi atau tidak, kalau semisal usahanya masih 

berpotensi dan orangnya masih memiliki iktikad baik baru bisa dilakukan 

rescheduling dan dilihat dari kemampuan angsurannya. Kalau orangnya 

kemampuannya tidak mampu maka kita cari solusi yang lain entah itu 

jual jaminan. Kalau dari jual jaminan kita dilihat harga jaminannya berapa 

nanti dijual bersama dan nanti dari hasil penjualan uang tersebut 

digunakan untuk membayar tunggakan dan sisanya akan dikembalikan 

dan enggak sepenuhnya ke BMT. Kalau penjualan jaminan kurang kita 

tetap melihat kondisi usahanya dulu, kalau usahanya berpotensi maka 

tidak apa-apa. Kecuali kalau yang dibuat jaminan itu BPKB beda lagi 

karena setiap tahun pastinya akan menurun, kalau jaminan sertifikat 
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tanah, pekarangan, SHM tetap naik setiap tahunnya, jadi lebih aman 

menggunakan SHM. 

 

Karyawan account office yakni pak Ferry Rahmat Abidin juga 

memberikan penjelasan dalam wawancara tentang kriteria anggota yang 

mendapatkan kebijakan rescheduling yang diberikan oleh BMT ini sebagai 

berikut: 

Rescheduling ini dilakukan atas kesepakatan antara pihak BMT dan 

anggota yang memiliki iktikad baik untuk menangani pembiayaan 

bermasalah dan prospek usaha anggota yang masih baik. Selain itu 

rescheduling juga dilihat dari kemampuan angsurannya, jika anggota 

dalam mengangsur kewajibannya tidak mampu maka pihak BMT akan 

mencari solusi yang lain mbak ataupun menjual jaminan anggota. Kalau 

semisal dilakukan penjualan jaminan maka dilihat terlebih dahulu harga 

jaminannya berapa dan hasil penjualan jaminan tersebut akan digunakan 

untuk membayar tunggakan anggota dan apabila masih ada sisa penjualan 

maka pihak kami akan mengembalikan sisa penjualan tersebut kepada 

anggota. Jika penjualan lebih kecil dari nilai angsurannya yang 

menunggak maka sisa angsuran tersebut tetap menjadi kewajiban 

anggota. Selain itu faktor kami melakukan rescheduling kepada anggota 

karena anggota terkena musibah, penghasilan menurun dan lain 

sebagainya sehingga kami mengambil tindakan dengan menyesuaikan 

kemampuan anggota. Pelaksanaan rescheduling pembiayaan modal kerja 

bermasalah yang kami lakukan sebagai bentuk pelayanan terhadap 

anggota yang mengalami kesulitan membayar kewajibannya.” 
 

 

Dalam hal ini BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan dalam 

memberikan kebijakan rescheduling kepada anggota pembiayaan bermasalah 

sangat selektif. Untuk itu anggota pembiayaan bermasalah yang ingin 

mendapatkan rescheduling pembiayaan harus melengkapi dokumen yang 

telah ditetapkan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan.  

Dokumen pembiayaan yang dijelaskan oleh karyawan account office 

yakni pak Ferry Rahmat Abidin adalah sebagai berikut: 
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Kalau untuk dokumen dalam pengajuan rescheduling sudah pasti harus 

dipenuhi oleh anggota pembiayaan bermasalah, mbak. Dokumen 

pengajuan rescheduling seperti pengajuan awal pembiayaan yang sesuai 

dengan SOP yang sudah ditentukan oleh pusat. 

 

Penjelasan dari karyawan tersebut kemudian ditegaskan dengan pendapat 

yang disampaikan oleh karyawan account office lainnya dalam hasil 

wawancara sebagai berikut:   

Di BMT BUS cabang Lamongan ini ada SOP pengajuan pembiayaan yang 

digunakan dalam proses rescheduling mbak karena syarat dilakukan 

rescheduling sama dengan syarat awal pengajuan pembiayaan.  Kalau 

proses rescheduling tidak dilakukan sesuai dengan SOP pasti hasilnya 

juga tidak bagus dan kita menghindari hal-hal seperti itu mbak. Setiap 

anggota pembiayaan bermasalah yang ingin mengajukan rescheduling 
harus jujur dan amanah, mempunyai sumber usaha atau pendapatan yang 

jelas seperti halal, baik, dan sah secara hukum, melampirkan fotocopy 

identitas diri seperti KTP/SIM, fotocopy surat nikah, fotocopy kartu 

keluarga, fotocopy jaminan biasanya berupa BPKB kendaraan bermotor, 

sertifikat tanah, dan sertifikat rumah, bersedia untuk dilakukan survey 

usaha dan rumah, serta mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan 

oleh lembaga. 

 

Impelementasi rescheduling sebagai upaya penanganan pembiayaan 

bermasalah dirasa cukup efektif karena dengan cara ini dapat memberikan 

kelonggaran waktu kepada anggota dan pemberian keringanan angsuran 

dalam mengembalikan kewajibannya yang disampaikan oleh pak Doni 

Satriawan sebagai karyawan account office dalam hasil wawancara sebagai 

berikut: 

Disini BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Lamongan dalam 

menyelesaikan pembiayaan modal kerja bermasalah melalui proses 

rescheduling dinilai efektif karena sekitar 50% jumlah anggota yang 

mengalami pembiayaan bermasalah dapat memenuhi kembali 

kewajibannya setelah dilakukan rescheduling. 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

75 

 

Penjelasan yang sama mengenai keefektifan pelaksanaan rescheduling 

juga dapat dilihat dari laporan jumlah pembiayaan modal kerja yang 

terealisasi dan jumlah pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat 

Sejahtera Cabang Lamongan dari tahun 2019-2020 yang disampaikan oleh 

karyawan accont office lainnya dalam hasil wawancara yaitu: 

Tahun 

Pembiayaan 

Modal Kerja 

Rupiah 
NPF 

Nasabah 

yang 

Mengalami 

Pembiayaan 

Bermasalah 

Nasabah yang 

Mendapatkan 

Kebijakan 

Rescheduling 

2019 112 2.465.851.202 3,5% 30 12 

2020 81 1.845.312.538 3% 20 8 

 

Artinya dari uraian tabel diatas bahwa penangan pembiayaan bemasalah 

yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan sangat 

efektif dalam meminimalisis pembiayaan bermasalah bagi anggota BMT 

Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan, terbukti dari data tabel di atas 

pembiayaan bermasalah semakin minim dan kecil.  

4.3. Dampak Implementasi Rescheduling terhadap Pembiayaan Modal Kerja 

Bermasalah di KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) cabang 

Lamongan 

Rescheduling yang dilakukan oleh pihak BMT Bina Ummat Sejahtera 

cabang Lamongan dalam menangani pembiayaan bermasalah mempunyai 

dampak positif terhadap tingkat pemulihan pembiayaan bermasalah di BMT 

Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan, hal ini terlihat dengan adanya 
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anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dapat membayar kembali 

kewajibannya setelah dilakukan rescheduling. 

Adanya dampak positif rescheduling terhadap tingkat pemulihan 

pembiayaan bermasalah juga disampaikan oleh karyawan account office 

yakni pak Doni Satriawan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 

yaitu: 

Sampai pada akhir tahun 2019 ini terhitung anggota yang di-rescheduling 
sejumlah 12 anggota dari 30 anggota pembiayaan bermasalah (3,5%) dan 

pada tahun 2020 ada anggota yang di-rescheduling sebanyak 8 anggota 

dari 20 anggota pembiayaan bermasalah (3%). Dimana anggota yang 

mendapatkan kebijakan rescheduling masih tetap mengangsur dan lancar 

pembayarannya sampai jangka waktu rescheduling maksimal 3 tahun. 

Tetapi bagi kami, cara rescheduling mempunyai dampak yang besar bagi 

pemulihan pembiayaan bermasalah karena dengan diterapkan 

rescheduling pada pembiayaan bermasalah otomatis pembiayaan anggota 

yang sebelumnya mengalami kemacetan setelah di-rescheduling 
pembiayaan tersebut menjadi lancar kembali karena besaran angsuran dan 

jangka waktunya sudah di musyawarakan dengan anggota. Dengan cara 

rescheduling juga, anggota pembiayaan bermasalah harus membayar 

biaya administrasi sebesar 1,9% yang harus dibayarkan didepan/sebelum 

dilakukan rescheduling. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah agar 

tidak mengalami kerugian, kami/lembaga BMT menerapkan penyisihan 

penghapusan aktiva produktif (PPAP). Pembentukan penyisihan 

penghapusan aktiva produktif (PPAP) dilakukan sebagai tindakan 

berjaga-jaga terhadap kerugian yang mungkin timbul akibat anggota tidak 

memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar kewajibannya. 

Dalam penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sumber dana 

yang dicadangkan diberasal dari 90% dari biaya administrasi sebesar 1,9% 

pada waktu diadakan akad pembiayaan. Untuk dapat menyediakan 

cadangan tersebut, kami harus mempunyai dana yang cukup karena jika 

jumlah dana yang dicadangkan tidak cukup untuk menutupi kerugian 

maka kami akan mengalami kesulitan dalam hal likuiditas, mbak. Pada 

tahun 2019-2020 dapat dilihat bahwa tingkat pembiayaan bermasalah 

mengalami penurunan. Semakin kecil jumlah pembiayaan bermasalah 

maka semakin kecil pula jumlah PPAP yang wajib di cadangkan oleh 

pihak kami, mbak. Akibatnya pendapatan margin/bagi hasil akan 

meningkat karena dana yang dapat disalurkan dalam pembiayaan semakin 

meningkat. Kenaikan pendapatan margin/bagi hasil akan berdampak pada 
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kenaikan laba. Ketika PPAP yang dibentuk semakin kecil maka akan  

menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah.     

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh pak Ferry Rahmat Abidin 

sebagai karyawan di bagian account office sebagai berikut: 

Kalau untuk dampak bagi BMT kami melihat penyisihan penghapusan 

aktiva produktif (PPAP) dan jumlah nasabah pembiayaan bermasalahnya, 

mbak. Jika pembiayaan bermasalah mengalami penurunan setiap 

tahunnya maka PPAP juga mengalami penurunan yang akan berdampak 

pada kenaikan laba. Jika laba yang kita dapat semakin besar/tinggi maka 

kami akan meningkatkan penyaluran dana kepada anggota yang 

membutuhkan sehingga kami memperoleh profit atas pembiayaan yang 

disalurkan. Semakin kecil PPAP yang dicadangkan maka semakin 

menurun tingkat pembiayaan bermasalah. Dengan begitu, penerapan 

rescheduling berdampak positif atas menurunnya pembiayaan bermasalah 

dengan menghindari kenaikan PPAP di BMT BUS.  

Rescheduling tidak hanya mempunyai dampak positif bagi pihak BMT 

Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan saja tetapi rescheduling juga 

mempunyai dampak yang dapat dirasakan oleh angota yang mengalami 

pembiayaan bermasalah.  

Dari hasil wawancara dengan anggota A pembiayaan bermasalah di BMT 

Bina Ummat Sejahtera Cabang Lamongan, sebagai berikut: 

Dengan adanya rescheduling ini, setidaknya saya diberikan keringan oleh 

pihak BMT untuk membayar kewajiban saya. Adanya selisih antara 

angsuran pokok awal saya dengan angsuran pokok saya setelah di 

rescheduling sangat berarti bagi saya, karena selisih tersebut bisa saya 

gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya, mbak. Meskipun 

jangka waktunya juga semakin lama tetapi tidak apa-apa yang penting 

saya bisa mengangsur kembali. 
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Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh anggota B pembiayaan 

bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan sebagai 

berikut: 

Saya merasa terbantu dengan adanya rescheduling ini mbak, setidaknya 

angsuran saya menjadi lebih ringan. Maksudnya ada selisih angsuran awal 

saya dengan angsuran saya setelah di-rescheduling dan besaran angsuran 

setelah di rescheduling akan disesuaikan oleh pihak BMT dengan 

kemampuan saya, mbak. Semisal saya merasa keberatan dengan besaran 

angsuran tersebut maka pihak BMT dan saya mencari solusi yang sama-

sama menguntungkan yaitu melakukan negosiasi sampai kedua belah 

pihak terjadi kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan dan saya merasa 

terbantu dengan adanya rescheduling ini membuat saya bisa membayar 

kembali kewajiban saya kepada pihak BMT, mbak. 
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BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

5.1. Analisis Implementasi Rescheduling pada Pembiayaan Modal Kerja 

Bermasalah di KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) cabang 

Lamongan  

BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan merupakan lembaga 

keuangan mikro syariah dalam menjalankan operasionalnya tidak dapat 

dipisahkan dari konsep-konsep syariah. Konsep syariah yang diterapkan 

dalam BMT ini akan selalu dijadikan pijakan dalam mengembangkan 

produk-produk BMT. Produk yang banyak dimanfaatkan oleh anggota 

khususnya produk penyaluran dana di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang 

Lamongan adalah pembiayaan modal kerja. Dalam setiap pembiayaan pada 

lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari resiko walaupun sebelum 

melakukan penyaluran dana pihak BMT terlebih dahulu melakukan analisis. 

Resiko yang biasa muncul dalam pemberian pembiayaan modal kerja adalah 

kesulitan anggota membayar kewajibannya ketika jatuh tempo. Hal tersebut 

yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada lembaga 

keuangan mikro syariah. 

Pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang 

Lamongan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan 

bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini disampaikan oleh 

manager cabang dan karyawan account office dalam hasil wawancara bahwa 
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BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan mempunyai beberapa faktor 

yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor pembiayaan 

bemasalah yang pertama tentunya kelemahan dari sisi internal BMT yang 

disebabkan oleh kurang mampunya pegawai BMT dalam menganalisis terkait 

usaha anggota, kesalahan BMT dalam memberikan fasilitas pembiayaan, dan 

kelemahan pembinaan anggota pembiayaan. Faktor yang kedua disebabkan 

oleh kelemahan dari sisi internal anggota seperti masalah operasional usaha 

dan masalah rumah tangga. Dan faktor yang ketiga adalah kelemahan dari sisi 

eksternal BMT dan anggota yang dapat dilihat dari beberapa hal, seperti 

anggota terkena musibah misalnya banjir, kebakaran, gempa bumi, adanya 

pandemi covid-19, atau faktor alam lainnya.   

Dengan adanya pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera 

cabang Lamongan maka akan membawa dampak negatif yang dapat 

dirasakan oleh pihak BMT seperti persediaan kas menjadi turun dan laba 

yang diperoleh juga mengalami penurunan. Dampak pembiayaan bermasalah 

di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan harus secepatnya 

ditangani agar dana yang disalurkan dapat kembali lagi dan proses 

penyaluran dana dapat berjalan dengan lancar kembali. Untuk mengatasi 

masalah di atas tentu BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan 

berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan 

bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui 

penyelesaian oleh BMT sendiri secara bertahap. Tahap pertama tersebut 

dilakukan dengan cara pendekatan kepada anggota dengan mengingatkan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

81 

 

sebelum jatuh tempo. Pendekatan ini melalui alat komunikasi lewat telepon. 

Apabila tahap pertama tersebut telah dilakukan dan belum berhasil maka 

dapat digunakan langkah dan tahap berikutnya antara lain datang langsung 

kerumah dan usaha anggota, pemberian surat peringatan (SP) I, II, dan III. 

Jika BMT sudah melakukan pendekatan atau datang langsung kerumah dan 

usaha anggota dan pemberian surat peringatan, anggota pembiayaan 

bermasalah masih tidak dapat memenuhi kewajibannya maka BMT Bina 

Ummat Sejahtera cabang Lamongan memberikan keringan dengan 

melakukan penjadwalan kembali (rescheduling). Jika dalam menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah dengan tahap tersebut tidak berhasil maka BMT 

Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan melakukan pelelangan jaminan.  

Berdasarkan hasil penelitian, rescheduling di BMT Bina Ummat 

Sejahtera merupakan salah satu dari beberapa cara untuk menyelamatkan 

pembiayaan bermasalah. Mayoritas pembiayaan modal kerja bermasalah 

yang paling banyak dipilih oleh anggota di BMT Bina Ummat Sejahtera 

cabang Lamongan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan 

melakukan rescheduling. Solusi tersebut sesuai dengan Peraturan Bank 

Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan. 

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan oleh bank syariah dan unit usaha 

syariah dalam rangka membantu anggota dalam menyelesaikan kesulitan 

dalam membayar atau mengangsur kewajibannya. Upaya yang dilakukan 

oleh lembaga antara lain melalui:  
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1) Penjadwalan kembali (rescheduling)  

Penjadwalan kembali (rescheduling) dilakukan dengan cara 

memperpanjang jangka waktu atau jadwal pembayaran tanpa mengubah 

sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota kepada BMT 

2) Persyaratan kembali (reconditioning) 

Persyaratan kembali (reconditioning) dilakukan oleh BMT untuk 

menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara merubah sebagian 

atau seluruh persyaratan pembiayaan dengan harapan anggota dapat 

membayar kewajibannya kepada BMT 

3) Penataan kembali (restructuring)  

Penataan kembali (restructuring) dilakukan dengan cara merubah 

persyaratan pembiayaan seperti dilakukan penambahan dana oleh 

lembaga kepada anggota agar kegiatan usaha anggota dapat berjalan 

dengan lancar kembali 

Pelaksanaan rescheduling yang dilakukan di BMT Bina Ummat Sejahtera 

cabang Lamongan dilakukan atas permintaan anggota pembiayaan 

bermasalah itu sendiri sehingga tidak memberatkan, namun sebelumnya 

terdapat pendekatan dan penawaran oleh pihak Account Office untuk 

melakukan rescheduling agar pembiayaan dapat berjalan dengan lancar 

kembali. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

pelaksanaan rescheduling bisa dilakukan oleh pihak BMT jika: 
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1) Anggota memiliki iktikad baik dalam mengembalikan pembiayaan yang 

diberikan BMT dan memiliki prospek usaha yang baik  

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan 

rescheduling dilakukan atas kesepakatan antara pihak BMT dan anggota 

yang memiliki iktikad baik untuk menangani pembiayaan bermasalah 

dan prospek usaha anggota yang masih baik. Dimana  rescheduling ini 

diberikan kepada anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran 

angsuran selama 3 bulan atau lebih yang sudah masuk kategori 

diragukan dan macet. Hal ini disampaikan oleh karyawan account officer 

dalam hasil wawancara bahwa tidak semua anggota bermasalah 

dilakukan rescheduling karena pada dasarnya syarat dilakukan 

rescheduling adalah kemauan dan kemampuan anggota. Apabila anggota 

tidak ada kemampuan untuk membayar angsurannya maka salah satu 

langkah yang dilakukan oleh pihak BMT akan melelang agunan yang 

telah dijaminkan di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan 

sesuai dengan akad perjanjian pembiayaan modal kerja yang disepakati 

kedua belah pihak. Jika hasil penjualan jaminan melebihi nilai utang 

maka BMT mengembalikan sisanya kepada anggota seluruhnya dan 

sebaliknya jika hasil penjualan jaminan lebih kecil dari sisa utang maka 

sisa utang yang masih ada tetap menjadi kewajiban anggota. Namun 

apabila anggota mempunyai kemauan untuk mengembalikan 

angsurannya maka pihak BMT akan menghitung berapa besaran 

kemampuan anggota agar dapat memenuhi kewajibannya. Oleh karena 
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itu, kemauan dan kemampuan dari anggota sangat berperan penting 

terhadap proses rescheduling yang berdampak bagi anggota, salah 

satunya anggota dapat membayar kembali kewajibannya kepada BMT 

2) Anggota mengalami penurunan kemampuan pembayaran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penurunan 

kemampuan membayar kepada BMT dikarenakan anggota tidak bisa 

memanajemen keuangan dengan baik atau ada faktor lain yang 

menyebabkan anggota mengalami penurunan kemampuan membayar 

kewajibannya sehingga pihak BMT akan mengambil tindakan dengan 

menyesuaikan besarnya nominal angsuran dan jangka waktu sesuai 

dengan kemampuan anggota serta memiliki iktikad baik dalam 

pembayaran kewajibannya. Pelaksanaan rescheduling pembiayaan modal 

kerja bermasalah dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai 

bentuk pelayanan terhadap anggota yang mengalami kesulitan membayar 

kewajibannya. 

Anggota dalam mengajukan rescheduling pembiayaan kepada BMT Bina 

Ummat Sejahtera cabang Lamongan harus memenuhi dokumen sebagai 

syarat rescheduling pembiayaan seperti jujur dan amanah, mempunyai 

sumber usaha atau pendapatan yang jelas seperti halal, baik, dan sah secara 

hukum, melampirkan fotocopy identitas diri seperti KTP/SIM, fotocopy 

surat nikah, fotocopy kartu keluarga, fotocopy jaminan biasanya berupa 

BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah, dan sertifikat rumah, bersedia 
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untuk dilakukan survey usaha dan rumah, serta mentaati segala peraturan 

yang telah ditetapkan oleh lembaga. 

Gambar 5.1 

Alur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Proses Rescheduling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rescheduling pembiayaan pada BMT Bina Ummat Sejahtera cabang 

Lamongan dilakukan pada saat pembiayaan anggota dalam kondisi 

kolektibilitas diragukan dan macet, dimana anggota telah mengalami gagal 

bayar selam 3 bulan atau lebih. Pihak account officer akan melakukan 

pendekatan agar anggota dapat membayar kewajibannya yang menunggak 

Pembiayaan 

Lancar Bermasalah 
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Lelang Jaminan 
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yang di rescheduling di depan 
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selama 3 bulan atau lebih dengan memberikan solusi berupa rescheduling 

apabila anggota bersedia dan memenuhi kriteria dalam rescheduling 

pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

menunjukkan bahwa implementasi rescheduling pada anggota pembiayaan 

bermasalah dilakukan dengan benar dengan cara memperpanjang jangka 

waktu pengembalian yang telah jatuh tempo. Adanya tambahan waktu yang 

diberikan pihak BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan dalam 

melakukan rescheduling merupakan cerminan sikap toleransi pihak BMT 

terhadap anggota pembiayaan bermasalah. Dengan adanya proses 

rescheduling ini sangat membantu meringankan kewajiban anggota dalam 

mengembalikan pembiayaan. Sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur’an surat 

al-Baqarah (2) ayat 280: 

وَانِْ كانََ ذُوْعُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ الِى مَيْسَرَةٍ 
ط 

قىُْاخَيْرٌالَّكُمْ  انِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُىْنَ  وَانَْ تصََدَّ    

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh 
sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) 
itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah: 280) 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, BMT Bina Ummat 

Sejahtera cabang Lamongan telah menerapkan rescheduling dengan 

memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini anggota diberikan 

keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan 

jangka waktu pembiayaan dari 1 tahun menjadi 2 tahun sehingga anggota 

mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan pembiayaan modal 

kerja yang telah di pinjamnya.   
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Pelaksanaan rescheduling yang dilakukan oleh BMT Bina Ummat 

Sejahtera cabang Lamongan pada anggota pembiayaan bermasalah bukan 

berupa perubahan jangka waktu pengembalian pembiayaan saja melainkan 

perubahan angsurannya juga. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan telah 

menerapkan perubahan angsuran pembayaran dalam proses rescheduling 

selain perubahan jangka waktunya. Perubahan angsuran hampir sama dengan 

jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini, perubahan jangka waktu angsuran 

diperpanjang sehingga pembayarannya misalnya dari 36 kali diperpanjang 

menjadi 48 kali. Perubahan jangka waktu angsuran akan mengecilkan jumlah 

angsuran anggota. Karyawan account office telah menjelaskan bahwa 

perubahan angsuran pembayaran dilakukan dengan cara total angsuran yang 

belum dibayar oleh anggota, lalu dibagi dengan jangka waktu sesuai 

kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan kemampuan anggota tanpa 

mengubah sisa kewajiban anggota. Dalam mengembalikan pokok 

pembiayaan, nasabah harus membayar biaya administrasi sebesar 1,9% 

pembiayaan yang di rescheduling tetapi BMT Bina Ummat Sejahtera cabang 

Lamongan pada saat melakukan rescheduling tidak merubah akad yang 

digunakan yaitu tetap menggunakan akad awal pembiayaan.  

Dalam kasus anggota A yang telah dipaparkan sebelumnya, sebelum 

dilakukan rescheduling angsuran anggota sebesar Rp. 1.240.000/bulan. Pihak 

BMT menggunakan metode rescheduling sehingga angsuran menjadi lebih 

ringan dengan cara memperpanjang jangka waktu pengembalian. Setelah 
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dilakukan rescheduling angsuran menjadi Rp. 310.000/bulan. Perubahan 

jangka waktu dan jumlah angsurannya dilakukan dengan melihat kondisi 

anggota, namun tetap mengacu pada kebiijakan BMT Bina Ummat 

Sejahtera. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan perubahan jumlah 

angsuran yang diterapkan pada anggota dilakukan semata-mata hanya untuk 

menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan tidak menggunakan cara 

kasar seperti debt collector atau rentenir yang menyebabkan anggota takut 

atau justru melarikan diri apabila anggota tidak bisa membayar 

kewajibannya.  

Dalam pelaksanaan rescheduling ini tentunya dilakukan dengan prinsip 

kehati-hatian, tidak semerta-merta memberikan persetujuan rescheduling 

pembiayaan, dan dokumen yang menjadi persyaratan pun harus dicek 

kelengkapannya, keaslihannya, dan diperkuat dengan data kolektibilitas 

nasabah. BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan dalam 

menyelesaikan pembiayaan bemasalah tersebut mendepankan etika yang 

baik dalam setiap transaksinya yang sesuai dengan prosedur dan SOP yang 

telah ditetapkan oleh BMT yang sekaligus beorientasi kepada kemampuan 

anggota karena pada BMT Bina Ummat Sejahtera apabila anggota merasa 

keberatan dengan keputusan pihak BMT maka pihak BMT dan anggota 

melakukan negosiasi hingga tejadi kesepakatan kedua belah pihak. Dengan 

adanya pendekatan, komunikasi yang baik, serta diawasi dan didampingi 

oleh pihak account office maka muncul efek jera dan anggota pun menjadi 

lebih kooperatif karena merasa diberi keringanan pembayaran oleh BMT.  
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Pelaksanaan rescheduling pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Bina 

Ummat Sejahtera cabang Lamongan sudah sesuai dengan teori yang 

dijelaskan di bab sebelumnya, dimana rescheduling yang dilakukan dengan 

memperpanjang jangka waktu pengembalian dan memperkecil jumlah 

angsuran anggota tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus 

dibayarkan kepada pihak BMT. Penerapan rescheduling dalam 

menyelesaikan pembiayaan bermasalah dirasa lebih efektif karena hubungan 

antara BMT dengan anggota tetap berjalan dengan baik, adanya pendekatan 

dan komunikasi yang baik meskipun adanya pembiayaan bermasalah yang 

disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan 

gagal bayar. Hal ini menyebabkan muncul iktikad baik dari anggota untuk 

membayar dan menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati bersama. Solusi rescheduling pembiayaan merupakan cara yang 

efektif untuk menurunkan tingkat NPF. 

Berdasarkan data yang diperoleh, anggota A bermasalah pada tahun 2019 

yang dapat di rescheduling yaitu sebanyak 12 anggota dari total 30 anggota 

pembiayaan bermasalah dan NPF pun menurun dari 3,5% pada tahun 2019 

menjad 3% pada tahun 2020. Tentunya penurunan NPF dan anggota 

kooperatif didalamnya ini tidak terlepas dari kinerja pihak BMT dalam 

upaya menurunkan tingkat NPF dengan cara diawasi dan didampingi oleh 

pihak account officer. Pengawasan dan pendampingan dalam proses 

rescheduling dilakukan untuk mengantisipasi agar pembiayaan yang di 

rescheduling tidak menjadi bermasalah atau menunggak kembali.    
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Rescheduling pembiayaan merupakan proses penyelesaian pembiayaan 

bermasalah sesuai dengan prinsip syariah yaitu mengutamakan prinsip 

kekeluargaan dengan tidak memberatkan anggota dalam menyelesaikan 

pembiayaan dan sistem musyawarah antara pihak BMT dan anggota. Selain 

itu, pelaksanaan rescheduling pembiayaan di BMT Bina Ummat Sejahtera 

cabang Lamongan dapat menjadi solusi dalam mengatasi pembiayaan 

bermasalah dan efektif dalam menurunkan anggota pembiayaan bemasalah. 

Terbukti pada tahun 2019 dan 2020, nasabah pembiayaan bermasalah dan 

mendapatkan kebijakan rescheduling mengalami penurunan setiap tahunnya 

dan dapat memenuhi kembali kewajibannya kepada pihak BMT.  

5.2. Analisis Dampak Implementasi Rescheduling terhadap Pembiayaan Modal 

Kerja Bermasalah di KSPPS BMT BUS (Bina Ummat Sejahtera) cabang 

Lamongan 

Rescheduling pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina 

Ummat Sejahtera cabang Lamongan dalam menangani pembiayaan 

bermasalah mempunyai dampak yang positif bagi BMT maupun anggota. 

Hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

dampak yang disebabkan oleh rescheduling pembiayaan bagi pihak BMT 

Bina Ummat Sejahtera diantaranya sebagai berikut: 

1. Mengurangi jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, BMT Bina 

Umat Sejahtera cabang Lamongan melakukan proses rescheduling bagi 
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anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan tujuan agar 

pihak BMT dapat menekan pertumbuhan NPF di tahun itu. Pihak BMT 

akan melakukan rescheduling pada pembiayaan bermasalah  dengan 

mengubah jangka waktu dan jumlah angsurannya yang sesuai dengan 

kesepakatan kedua belah pihak dan disesuaikan dengan kemampuan 

anggota. Sehingga dari pembiayaan yang di rescheduling tersebut 

membuat anggota dapat lancar kembali membayar kewajibannya kepada 

pihak BMT dan secara tidak langsung pihak BMT dapat mengurangi 

jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dan juga dapat 

menekan peningkatan NPF di BMT yang disebabkan oleh pembiayaan 

bermasalah.  

Hal ini terbukti dari data yang diperoleh peneliti bahwa pada 

tahun 2019 jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah ada 

30 orang dan yang mendapatkan kebijakan rescheduling ada 12 orang. 

Sedangkan pada tahun 2020 jumlah anggota yang mengalami 

pembiayaan bermasalah berjumlah 20 orang dan mendapatkan kebijakan 

rescheduling sebanyak 8 orang. Sejauh ini hingga akhir April 2021 ini, 

anggota pembiayaan bemasalah yang dilakukan rescheduling masih 

berjalan dan dapat dikatakan lancar pembayarannya karena rata-rata 

anggota yang di rescheduling dapat membayar angsurannya kembali 

sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Dalam firman Allah SWT pada surat al-Isra’ ayat 34 yang berbunyi: 
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 وَاوَْفىُْا باِلْعَهْدِِۖ انَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْ ـىُْلً 

“Dan penuhilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggung jawabannya.” 
 

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa anggota yang 

telah melakukan akad dalam pembiayaan modal kerja berkewajiban 

untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah 

pihak. Oleh karena itu, anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah 

wajib membayar kewajibannya terhadap BMT sesuai dengan jangka 

waktu yang disepakati. 

2. Adanya kenaikan laba/keuntungan bagi BMT Bina Ummat Sejahtera 

cabang Lamongan 

Hasil wawancara dengan karyawan account officer menunjukkan 

bahwa mengatasi pembiayaan bermasalah pada sebuah BMT agar tidak 

mengalami kerugian. Salah satunya adalah dengan menerapkan 

penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Penyisihan 

penghapusan aktiva produktif (PPAP) berfungsi sebagai cadangan 

terhadap resiko kerugian atas penyaluran dana berupa pembiayaan 

kepada anggota. Adanya penyisihan penghapusan aktiva produktif 

(PPAP) membuat pihak BMT memiliki persiapan jika suatu saat terjadi 

masalah pada penyaluran dana tersebut. Pada tahun 2019-2020 dapat 

dilihat bahwa tingkat pembiayaan bermasalah dan mendapatkan 

rescheduling mengalami penurunan. Semakin kecil jumlah pembiayaan 

bermasalah maka semakin juga penyisihan penghapusan aktiva produktif 
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(PPAP) yang wajib dicadangkan oleh pihak BMT tersebut, akibatnya 

pendapatan margin/bagi hasil akan meningkat karena dana yang dapat 

disalurkan dalam pembiayaan semakin meningkat. Kenaikan pendapatan 

akan berdampak pada kenaikan laba. Selain itu penerapan rescheduling 

yang dilakukan kepada anggota pembiayaan bermasalah yang 

mengharuskan membayar biaya administrasi sebesar 1,9% yang 

dibebankan pada pembiayaan yang di rescheduling juga berakibat pada 

pihak BMT dalam memperoleh keuntungan yang lebih.  

Berdasarkan hasil penelitian, rescheduling tidak hanya mempunyai 

dampak yang positif bagi lembaga saja tetapi rescheduling juga mempunyai 

dampak yang dapat dirasakan oleh anggota pembiayaan bermasalah yaitu 

sebagai berikut: 

1. Anggota dapat mengangsur kembali kewajibannya kepada pihak BMT 

Hasil wawancara dengan beberapa anggota pembiayaan 

bermasalah dan mendapatkan kebijakan rescheduling menunjukkan 

bahwa dengan adanya rescheduling, anggota merasa diberikan keringan 

dalam membayar angsurannya kepada pihak BMT. Bagi anggota 

pembiayaan bermasalah, terjadinya tunggakan angsuran pembiayaan 

disebabkan oleh faktor di luar kemampuan manusia seperti terjadinya 

musibah, penurunan profit usaha dan lain sebagainnya. Dengan adanya 

rescheduling yang dilakukan pihak BMT ini, anggota merasa 

angsurannya menjadi ringan dan besaran angsuran yang harus dibayarkan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

94 

 

oleh anggota disesuaikan oleh pihak BMT dengan kemampuan anggota. 

Sehingga anggota dapat membayar angsurannya kembali kepada pihak 

BMT. 
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BAB VI 

PENUTUP 
 

6.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil peneliti berdasarkan analisis mengenai 

implementasi rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah di 

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan dan dampak 

implementasi rescheduling terhadap pembiayaan modal kerja bermasalah di 

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan, maka kesimpulan 

yang diambil oleh peneliti yakni: 

6.1.1. Implementasi rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah 

di   KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan 

 Implementasi rescheduling pada pembiayaan modal kerja 

bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan 

dilakukan melalui tindakan yang sangat banyak, mulai dari pemberian 

peringatan melalui telepon, pendekatan dengan cara datang langsung 

ke rumah atau usaha anggota, peringatan tertulis dengan memberikan 

surat peringatan (SP) 1, 2, dan 3. Apabila dengan pemberian SP 1, 2, 

dan 3 tidak berhasil maka dilakukan rescheduling atau melakukan 

pelelangan jaminan. Tetapi rata-rata anggota pembiayaan bermasalah 

kebanyakan memilih melakukan rescheduling dibandngkan dengan 

pelelangan jaminan. Implementasi rescheduling pada pembiayaan 

modal kerja bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang 
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Lamongan diperuntukkan pada saat anggota masuk kategori 

diragukan dan macet.  

 Pelaksanaan rescheduling pembiayaan dilakukan dengan cara 

memperpanjang jangka waktu pengembalian dan memperkecil jumlah 

angsuran anggota tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus 

dibayarkan kepada pihak BMT. Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan oleh peneliti, praktik rescheduling pembiayaan di BMT 

Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan telah sesuai dengan teori 

dan ketentuan yang ada dengan mengedepankan etika yang baik 

dalam setiap transaksinya yang sesuai dengan prosedur dan SOP yang 

telah ditetapkan oleh BMT yang sekaligus beorientasi kepada 

kemampuan anggota sehingga tidak tejadi penganiayaan di dalamnya 

serta penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan prinsip 

syariah yaitu mengutamakan prinsip kekeluargaan dengan tidak 

memberatkan anggota dalam menyelesaikan pembiayaan dan sistem 

musyawarah antara pihak BMT dan anggota. 

 BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan memberikan 

rescheduling kepada anggota yang tidak bisa menyelesaikan 

kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu anggota 

gagal bayar dikarenakan penurunan kemampuan pembayaran, namun 

masih memiliki iktikad yang baik untuk membayar dan 

mengembalikan kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah 
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disepakati bersama. Solusi rescheduling pembiayaan merupakan cara 

yang efektif untuk menurunkan jumlah nasabah pembiayaan 

bermasalah.    

6.1.2. Dampak implementasi rescheduling terhadap pembiayaan modal 

kerja bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang 

Lamongan 

 Implementasi rescheduling pembiayaan yang dilakukan oleh BMT 

Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan ini bedampak kepada 

lembaga dan anggota. Dampak rescheduling pembiayaan bagi BMT 

Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan yaitu: 

1) Dapat mengurangi jumlah nasabah pembiayaan bermasalah 

2) Adanya kenaikan laba/keuntungan bagi pihak BMT Bina Ummat 

Sejahtera cabang Lamongan. 

 Rescheduling tidak hanya mempunyai dampak bagi BMT tetapi 

rescheduling juga mempunyai dampak yang dapat dirasakan oleh 

anggota pembiayaan bermasalah seperti anggota dapat mengangsur 

kembali kewajibannya kepada pihak BMT.  

6.2. Saran 

Berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa saran yang dijadikan 

pertimbangan peneliti, yaitu: 
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6.2.1. Untuk BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Lamongan harus lebih teliti 

lagi dalam menganalisis setiap calon nasabah yang akan mengajukan 

pembiayaan agar BMT dapat terhindar dari anggota yang mengalami 

pembiayaan bemasalah akibat tidak mampu membayar angsurannya 

sesuai dengan perjanjian di awal akad serta pihak BMT lebih 

memaksimalkan kinerjannya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah 

agar tingkat NPF setiap tahunnya mengalami penurunan 

6.2.2. Untuk mengatisipasi anggota tidak bisa membayar angsurannya maka 

lembaga mewajibkan bagi anggota pembiayaan modal kerja untuk 

menggunakan sistem menabung untuk setiap hari/minggu/bulan. 

Semisal pada saat jatuh tempo dan anggota tidak bisa membayar 

angsurannya maka lembaga bisa menggunakan uang tabungan nasabah 

untuk membayar pinjaman anggota. 

6.2.3. Untuk anggota yang mendapatkan kebijakan rescheduling diharapkan 

mempunyai iktikad baik dan sifat yang kooperatif sehingga 

pelaksanaan rescheduling yang dilakukan oleh pihak BMT bisa berjalan 

dengan lancar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.  
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